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	Setiap negara memerlukan sumber pembiayaan yang kuat untuk menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelaksana pembangunan nasional. Di Indonesia, kebutuhan pembiayaan ini dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun setiap tahun dan ditetapkan melalui Undang-Undang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (Mulyawan & Widia, 2020). APBN terdiri atas penerimaan negara dan belanja negara. Untuk menutupi belanja, negara mengandalkan dua sumber utama, yaitu penerimaan negara dan pembiayaan, termasuk utang. Menurut Laporan APBN KiTa yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (2024), penerimaan negara diklasifikasikan ke dalam tiga komponen utama, yaitu penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah. Penerimaan negara tahun 2024 berdasarkan jenis penerimaan disajikan dalam tabel berikut :
[bookmark: _Toc199200020][bookmark: _Toc199967131]Tabel 1.1. Penerimaan Negara Tahun 2024
	No.
	Penerimaan Negara
	Jumlah
(Miliar Rupiah)
	Kontribusi Terhadap Penerimaan Negara

	1.
	Pajak
	2.309.859,80
	82,42%

	2.
	PNBP
	492.003,10
	17,56%

	3.
	Hibah
	430,60
	0,02%

	4.
	Jumlah
	2.802.293,50
	100,00%


Sumber: BPS (data dari Kementerian Keuangan: APBN 2024)
	Tabel 1.1. menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan memberikan kontribusi sebesar 82,42% terhadap total penerimaan negara. Angka ini menunjukkan peran penting sektor perpajakan sebagai tulang punggung penerimaan dalam negeri. 
	Penerimaan dari sektor perpajakan terdiri dari berbagai jenis, termasuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), cukai, serta pajak lainnya (Kementerian Keuangan, 2024). Rincian penerimaan sektor perpajakan tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut :
[bookmark: _Toc199200021][bookmark: _Toc199967132]Tabel 1.2. Penerimaan Pajak Tahun 2024
	No.
	Jenis Pajak
	Jumlah
(Miliar Rupiah)
	Kontribusi Terhadap Pajak

	1.
	Pajak Penghasilan
	1.139.783,70
	49,35%

	2.
	PPN & PPnBM
	811.365,00
	35,13%

	3.
	PBB
	27.182,20
	1,18%

	4.
	Cukai
	246.079,40
	10,65%

	5.
	Pajak Lainnya
	10.549
	0,46%

	6.
	Pajak Perdagangan Internasional
	74.900,50
	3,24%

	7.
	Jumlah
	2.309.859,80
	100,00%


Sumber: BPS (data dari Kementerian Keuangan: APBN 2024)
	Tabel 1.2. menunjukkan bahwa PPh merupakan kontributor terbesar dalam penerimaan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2021), PPh adalah pajak yang dikenakan atas pendapatan yang diperoleh individu atau badan usaha dalam suatu periode tertentu. Peran dominan PPh semakin menguat seiring dengan tren penerimaan PPh yang menunjukkan peningkatan selama periode 2020-2024. Tren peningkatan ini dapat dilihat pada tabel berikut :
[bookmark: _Toc199200022][bookmark: _Toc199967133]Tabel 1.3. Penerimaan PPh Tahun 2020-2024
	No.
	Tahun
	Jumlah Penerimaan PPh
(Miliar Rupiah)
	Kontribusi Terhadap Pajak

	1.
	2020
	594.033,33
	46,23%

	2.
	2021
	696.676,60
	45,01%

	3.
	2022
	998.213,80
	49,06%

	4.
	2023
	1.040.798,40
	49,13%

	5.
	2024
	1.139.783,70
	49,34%


Sumber: BPS (data dari Kementerian Keuangan: APBN 2024)
	Dari tabel 1.3. terlihat bahwa kontribusi PPh terhadap total penerimaan pajak menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya, kontribusi PPh terus mengalami kenaikan hingga mencapai 49,34% pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan peran PPh yang semakin signifikan dalam menopang penerimaan pajak secara keseluruhan. Data pada tabel 1.3. merupakan gambaran tingkat nasional yang belum tentu mencerminkan kondisi di tingkat daerah. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih lanjut bagaimana tren penerimaan PPh yang terjadi pada tingkat daerah khususnya Kota Samarinda serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan PPh.
	Penerimaan PPh dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal seperti dari pelaksanaan kebijakan perpajakan maupun eksternal seperti kondisi perekonomian. Salah satu bentuk intensifikasi pajak adalah pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).  Pemeriksaan Pajak memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk mendorong Wajib Pajak agar mematuhi Undang-Undang yang berlaku. Kedua, untuk memberikan peringatan kepada Wajib Pajak yang tidak bertanggung jawab agar mereka tidak mengulangi pelanggaran yang sama di masa mendatang (Kamaruddin dkk., 2022).
	Penelitian yang dilakukan oleh Yanti dkk. (2021), Dinda dkk. (2022), dan Monica & Kunawangsih (2023) menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan PPh. Namun, penelitian lain yang dilakukan oleh Prasetyawan dkk. (2020), Sembiring dkk. (2022), dan Dasuki (2022) menunjukkah bahwa Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPh. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi empiris terkait pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPh.
	Selain dipengaruhi oleh kebijakan internal seperti pelaksanaan pemeriksaan pajak, variabel makroekonomi seperti inflasi dan tingkat suku bunga juga berpotensi memengaruhi penerimaan PPh melalui perubahan daya beli, konsumsi, dan investasi. Inflasi secara umum adalah suatu kondisi ketika terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara menyeluruh dan berlangsung secara terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu (Fitriani & Nurjanah, 2022). Faktor-faktor yang memicu inflasi antara lain meningkatnya permintaan, naiknya biaya produksi, kenaikan upah, serta fluktuasi harga di pasar internasional. 
	Dalam periode tahun 2020-2024, Indonesia mengalami dinamika ekonomi yang cukup kompleks, mulai dari dampak pandemi COVID-19 hingga pemulihan ekonomi nasional. Data inflasi dalam rentang waktu ini dapat memberikan gambaran mengenai fluktuasi harga dan potensi dampaknya terhadap aktivitas ekonomi serta penerimaan pajak. Data inflasi tahunan di Indonesia berdasarkan data inflasi Year-on-Year (YoY) pada bulan Desember untuk periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 1.4. berikut:
[bookmark: _Toc199200023][bookmark: _Toc199967134]Tabel 1.4. Tingkat Inflasi (YoY Desember) Tahun 2020-2024
	No.
	Tahun
	Inflasi YoY Desember

	1.
	2020
	1,68

	2.
	2021
	1,87

	3.
	2022
	5,51

	4.
	2023
	2,61

	5.
	2024
	1,57


Sumber: BPS (data dari Kementerian Keuangan: APBN 2024)
	Tabel 1.4. menunjukkan adanya fluktuasi inflasi, terutama lonjakan inflasi yang signifikan pada tahun 2022. Fluktuasi ini menjadi penting untuk dianalisis karena inflasi yang meningkat dapat mendorong kenaikan harga barang dan jasa, sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan perusahaan dan individu (Monica & Kunawangsih, 2023).
	Penelitian yang dilakukan oleh Syahputri & Merliyana (2020), Nadia & Kartika (2020), dan Melisa & Nurhayati (2024) menunjukkan bahwa Inflasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPh. Namun, penelitian lain yang dilakukan oleh Prasetyawan dkk. (2020), Anggraini (2022), dan Yuniarti (2023) justru menunjukkan bahwa Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh. Perbedaan hasil tersebut mencerminkan bahwa hubungan antara Inflasi dan penerimaan PPh belum konsisten secara empiris.
	Tingkat suku bunga merujuk pada persentase yang dikenakan sebagai imbalan atas penggunaan uang dalam jangka waktu tertentu (Syahputri & Merliyana, 2020). Tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator yang memengaruhi keputusan individu dalam memilih untuk meminjam atau menyimpan dana (Junianto dkk., 2020). Sejak 19 Agustus 2016, Bank Indonesia menetapkan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebagai suku bunga acuan untuk memperkuat transmisi kebijakan moneter. Mulai 21 Desember 2023, penyebutannya diubah menjadi BI-Rate guna meningkatkan kejelasan komunikasi kebijakan, meskipun secara fungsi dan mekanisme tetap merujuk pada transaksi repo tenor 7 hari.
	Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sumidartini (2017), Harahap dkk. (2018), dan Kusnadi dkk. (2020) menunjukkah bahwa Tingkat Suku Bunga berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Syahputri & Merliyana (2020), Isnanto (2021), dan Meita & Nurdiniah (2023) menyatakan bahwa Tingkat Suku Bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh.
	Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang belum konsisten terkait pengaruh pemeriksaan pajak, inflasi, maupun tingkat suku bunga terhadap penerimaan PPh. Inkonsistensi ini menciptakan celah penelitian yang dapat dieksplorasi lebih lanjut.
	Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menggabungkan tiga variabel, yaitu pemeriksaan pajak sebagai representasi faktor internal serta inflasi dan tingkat suku bunga sebagai representasi faktor eksternal, untuk dianalisis pengaruhnya terhadap penerimaan PPh. Selain itu, penelitian difokuskan KPP Pratama yang ada di Kota Samarinda, yang belum banyak dikaji secara spesifik dalam konteks penerimaan PPh. Dengan menggunakan data periode terbaru yaitu 2020-2024, penelitian ini juga mencakup fase penting dalam siklus ekonomi Indonesia, mulai dari masa pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi, hingga tahun politik. Oleh karena itu, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan praktis bagi kebijakan fiskal, khususnya dalam pengelolaan penerimaan PPh di Kota Samarinda.
	Berdasarkan uraian di atas, maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Inflasi, dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kota Samarinda Periode 2020-2024”. 
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Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:
1. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPh di Kota Samarinda?
2. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap Penerimaan PPh di Kota Samarinda?
3. Apakah Tingkat Suku Bunga berpengaruh terhadap Penerimaan PPh di Kota Samarinda?
[bookmark: _Toc196694633][bookmark: _Toc196695050][bookmark: _Toc196696705][bookmark: _Toc199200298][bookmark: _Toc210587072][bookmark: _Toc211169930]1.3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPh di Kota Samarinda.
2. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan PPh di Kota Samarinda.
3. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh Tingkat Suku Bunga terhadap Penerimaan PPh di Kota Samarinda.
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Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan teori mengenai Pemeriksaan Pajak, Inflasi, dan Tingkat Suku Bunga terhadap Penerimaan PPh.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pengaruh Pemeriksaan Pajak, Inflasi, dan Tingkat Suku Bunga terhadap Penerimaan PPh.
b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak
Penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan Pemeriksaan Pajak dan menambah strategi yang diperlukan untuk meningkatkan Penerimaan PPh.
c. Bagi Universitas Mulawarman
Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa dalam penyusunan skripsi, yang dapat diakses melalui ruang baca Universitas Mulawarman.
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[bookmark: _Toc199200303][bookmark: _Toc210587077][bookmark: _Toc211169935][bookmark: _Toc196694638][bookmark: _Toc196695055][bookmark: _Toc196696710]2.1.1. Teori Pencegahan (Deterrence Theory)
	Teori Pencegahan (Deterrence Theory) yang dikemukakan oleh Becker (1968) menjelaskan bahwa individu membuat keputusan rasional dengan mempertimbangkan manfaat dari pelanggaran hukum dibandingkan dengan risiko tertangkap dan dikenai hukuman. Model ini kemudian diadaptasi oleh Allingham & Sandmo (1972) dalam konteks perpajakan yang menjelaskan bahwa wajib pajak akan memutuskan untuk patuh atau menghindari pajak berdasarkan perbandingan antara manfaat finansial dari penghindaran pajak dan risiko tertangkap serta dikenai sanksi. Probabilitas audit pajak dan besarnya sanksi menjadi faktor kunci dalam keputusan tersebut.  
	Konsep deterrence terbagi menjadi dua bentuk, yaitu deterrence khusus dan deterrence umum. Deterrence khusus bertujuan untuk mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya melalui pemberian hukuman yang tegas dan berat, sedangkan deterrence umum bertujuan untuk mencegah orang lain melakukan pelanggaran yang sama dengan menyebarluaskan informasi mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku. Kedua bentuk pencegahan ini masih relevan dengan pengertian deterrence dalam administrasi perpajakan yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berfungsi sebagai sarana untuk menimbulkan efek penggetar terhadap wajib pajak yang berniat menghindari atau menggelapkan pajak. Kemungkinan untuk diaudit dan terbongkarnya ketidakjujuran dapat menciptakan rasa takut atau kekhawatiran sehingga mendorong kepatuhan. Bahkan, pemeriksaan pajak dinilai memiliki efek jera yang lebih kuat daripada sekadar pengenaan sanksi administratif berupa denda (Nugrahanto, 2019).
[bookmark: _Toc199200304][bookmark: _Toc210587078][bookmark: _Toc211169936]2.1.2. Teori Keynesian (Keynesian Theory)
	Teori Keynesian (Keynesian Theory) dikembangkan oleh John Maynard Keynes sebagai respons terhadap Depresi Besar tahun 1930-an yang menyebabkan pengangguran massal dan stagnasi ekonomi. Teori ini menolak pandangan ekonomis klasik yang menyatakan bahwa pasar selalu mampu menciptakan keseimbangan secara otomatis melalui mekanisme penawaran dan pemintaan. Menurut Keynes, perekonomian tidak selalu mencapai keseimbangan secara alami. Dalam kondisi tertentu, seperti krisis ekonomi, permintaan agregat (total permintaan dalam perekonomian) bisa lebih rendah daripada kapasitas produksi yang berakibat terhadap penurunan pendapatan nasional. Keynes menekankan bahwa intervensi pemerintah sangat penting dalam kondisi tersebut (Meiriza dkk., 2024).
	Salah satu bentuk intervensi pemerintah adalah dengan mengatur belanja negara dan penerimaan pajak agar sejalan dengan kondisi perekonomian. Dalam konteks inflasi, apabila kenaikan harga-harga terjadi secara bersamaan dengan meningkatnya permintaan agregat, maka pendapatan nominal masyarakat dan pelaku usaha juga cenderung meningkat. Peningkatan pendapatan ini dapat memperluas basis PPh sehingga mendorong penerimaan negara. Oleh karena itu, pemerintah dapat merespons dengan menyesuaikan kebijakan perpajakan, misalnya penyesuaian tarif PPh untuk kelompok berpenghasilan tinggi atau pemberian insentif pajak bagi sektor usaha tertentu (Meiriza dkk., 2024). Hal ini sejalan dengan pandangan Keynesian bahwa pemerintah bertugas memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memberikan manfaat fiskal yang optimal bagi negara.
	Intervensi pemerintah lainnya adalah dengan mengendalikan kebijakan moneter. Menurut pendekatan Keynesian, kebijakan moneter memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga. Ketika jumlah uang beredar meningkat, suku bunga cenderung menurun. Penurunan suku bunga ini akan mendorong peningkatan investasi dan permintaan agregat sehingga berdampak pada kenaikan output dan perluasan kesempatan kerja. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, pendapatan masyarakat mengalami kenaikan sehingga meningkatkan penerimaan PPh. Teori Keynes berpendapat terdapat hubungan yang erat antara sektor moneter dan sektor riil, yang menunjukkan adanya keseimbangan antara aktivitas di pasar uang dan pasar barang. Perubahan tingkat suku bunga, sebagai salah satu alat kebijakan moneter, tidak hanya memengaruhi keputusan investasi tetapi juga secara tidak langsung berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan PPh melalui pertumbuhan pendapatan masyarakat dan dunia usaha (Meiriza dkk., 2024).
[bookmark: _Toc199200305][bookmark: _Toc210587079][bookmark: _Toc211169937]2.2. Pajak
[bookmark: _Toc199200306][bookmark: _Toc210587080][bookmark: _Toc211169938]2.2.1. Pengertian Pajak
	Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara dalam bentuk uang, bukan barang, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara tanpa adanya imbalan langsung atau kontra prestasi individual yang ditunjuk secara khusus oleh pembayar pajak. Pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara luas (Mardiasmo, 2023).
[bookmark: _Toc199200307][bookmark: _Toc210587081][bookmark: _Toc211169939]2.2.2. Fungsi Pajak
	Pajak memiliki beberapa fungsi penting, yaitu (Mardiasmo, 2023):
1. Fungsi Anggaran (Budgetair)
	Pajak menjadi sumber penerimaan utama negara untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend)
	Pajak digunakan sebagai alat untuk menjalankan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Contohnya, pajak yang tinggi dikenakan pada minuman keras untuk membatasi konsumsi, dan pajak yang tinggi pada barang mewah untuk mengurangi perilaku konsumtif.
3. Fungsi Stabilitas
	Pajak membantu pemerintah menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam mengendalikan inflasi dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat melalui pemungutan dan penggunaan pajak secara efektif.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan
	Pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk membiayai kepentingan umum, termasuk pembangunan dan penyediaan lapangan kerja, sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata.	
[bookmark: _Toc199200308][bookmark: _Toc210587082][bookmark: _Toc211169940]2.2.3. Pengelompokan Pajak
	Pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut (Mardiasmo, 2023):
1. Berdasarkan Golongannya
a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak sendiri dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya, PPh..
b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya, PPN.
2. Berdasarkan Sifatnya
a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang dikenakan berdasarkan kondisi pribadi wajib pajak, seperti status dan kemampuan ekonominya. Contohnya, PPh.
b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang dikenakan berdasarkan objek pajak tanpa mempertimbangkan keadaan wajib pajak. Contohnya, PPN dan PPnBM.
3. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya
a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara. Contohnya, PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Materai.
b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah. Pajak Daerah dibedakan menjadi:
1) [bookmark: _Hlk199015730]Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.
[bookmark: _Toc199200309][bookmark: _Toc210587083][bookmark: _Toc211169941]2.2.4. Asas Pemungutan Pajak
	Terdapat beberapa asas dalam pemungutan pajak, yaitu (Mardiasmo, 2023):
a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
		Negara memiliki hak untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak yang berdomisili di wilayahnya, baik penghasilan tersebut berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri.
b. Asas Sumber
		Negara berwenang memungut pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya, tanpa memperhatikan di mana wajib pajak tersebut tinggal.
c. Asas Kebangsaan
		Pengenaan pajak didasarkan pada kewarganegaraan seseorang, yaitu negara berhak mengenakan pajak kepada warga negaranya, tanpa memperhatikan tempat tinggal atau sumber penghasilan.
[bookmark: _Toc199200310][bookmark: _Toc210587084][bookmark: _Toc211169942]2.2.5. Sistem Pemungutan Pajak
	Terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu (Mardiasmo, 2023):
a. Official Assessment System
Merupakan sistem pemungutan pajak di mana pemerintah (fiskus) memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan besarnya pajak terutang dari wajib pajak. Ciri-ciri sistem ini:
1. Penetapan jumlah pajak terutang dilakukan oleh fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif, hanya menunggu penetapan pajak dari fiskus.
3. Utang pajak baru timbul setelah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.
b. Self-Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri sistem ini:
1. Penetapan jumlah pajak terutang berada di tangan wajib pajak.
2. Wajib pajak bersifat aktif dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak.
3. Fiskus hanya bertugas melakukan pengawasan.
c. Withholding System 
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah kewenangan memungut atau memotong pajak terutang berada pada pihak ketiga.
[bookmark: _Toc199200311][bookmark: _Toc210587085][bookmark: _Toc211169943]2.2.6. Hambatan dalam Pemungutan Pajak
	Hambatan dalam pemungutan pajak dibagi menjadi dua kategori, yaitu (Mardiasmo, 2023):
1. Perlawanan Pasif
Perlawanan pasif terjadi ketika masyarakat enggan membayar pajak, yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:
a. Tingkat pemahaman intelektual dan moral masyarakat yang masih rendah.
b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami oleh masyarakat.
c. Mekanisme pengawasan dan pengendalian yang kurang efektif atau tidak berjalan dengan baik.
2. Perlawanan Aktif
Perlawanan aktif mencakup berbagai upaya dan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari kewajiban pajak. Bentuk perlawanan pasif meliputi:
a. Tax avoidance, yaitu upaya untuk mengurangi beban pajak secara legal tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan.
b. Tax evasion, yaitu upaya menghindari kewajiban pajak dengan cara melanggar hukum, misalnya dengan melakukan penggelapan pajak.
[bookmark: _Toc196694640][bookmark: _Toc196695056][bookmark: _Toc196696711][bookmark: _Toc199200312][bookmark: _Toc210587086][bookmark: _Toc211169944]2.3. Pajak Penghasilan (PPh)
[bookmark: _Toc196694641]	Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya selama satu tahun pajak, atau dalam sebagian tahun pajak jika kewajiban pajaknya dimulai atau berakhir di tengah tahun (Mardiasmo, 2023).
[bookmark: _Toc196694642][bookmark: _Toc196695057][bookmark: _Toc196696712][bookmark: _Toc199200313][bookmark: _Toc210587087][bookmark: _Toc211169945]2.3.1. Subjek Pajak
	Subjek PPh meliputi (Mardiasmo, 2023):
1. Orang pribadi dan warisan belum terbagi yang bertindak sebagai pengganti penerima hak.
2. Badan, seperti perseroan terbatas, perseroan komanditer, berbagai jenis perseroan lainnya, BUMN/BUMD, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi sosial, politik, dan lembaga lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT).
Subjek Pajak terbagi menjadi:
1. Subjek Pajak Dalam Negeri, yaitu:
a. Orang pribadi (WNI atau WNA) yang:
1) Bertempat tinggal di Indonesia;
2) Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan; atau
3) Memiliki niat tinggal di Indonesia dalam tahun pajak.
b. Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari pemerintah yang memenuhi kriteria khusus terkait pendirian, pembiayaan, penerimaan, dan pengawasan.
c. Warisan belum terbagi yang menggantikan penerima hak.
2. Subjek Luar Dalam Negeri, yaitu:
a. Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia.
b. WNA yang berada di Indonesia kurang dari atau sama dengan 183 hari dalam 12 bulan.
c. WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dan memenuhi persyaratan tertentu terkait tempat tinggal, pusat kegiatan, kebiasaan, dan status subjek pajak.
d. Badan yang tidak domisili di Indonesia tetapi menjalankan usaha atau memperoleh penghasilan di Indonesia melalui bentuk usaha tetap atau sumber lain.
[bookmark: _Toc199200314][bookmark: _Toc210587088][bookmark: _Toc211169946]2.3.2. Objek Pajak
	Objek PPh meliputi (Mardiasmo, 2023):
1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja maupun pekerjaan bebas, seperti gaji, honorium, dan penghasilan dari profesi seperti dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sejenisnya.
2. Penghasilan yang diperolah dari usaha atau kegiatan.
3. Penghasilan yang berasal dari modal atau pemanfaatan harta, contohnya sewa, bunga, dividen, royalti, serta keuntungan dari penjualan aset yang tidak digunakan.
4. Penghasilan lainnya yang tidak termasuk dalam tiga kategori sebelumnya, antara lain:
a. Keuntungan akibat pembebasan utang.
b. Keuntungan dari selisih kurs mata uang asing.
c. Selisih positif hasil penilaian kembali aktiva.
d. Hadiah dari undian.
	Untuk Wajib Pajak Dalam Negeri, objek pajak mencakup penghasilan dari dalam maupun luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri, objek pajak hanya penghasilan yang bersumber dari Indonesia.

[bookmark: _Toc199200315][bookmark: _Toc210587089][bookmark: _Toc211169947]2.4. Pemeriksaan Pajak
[bookmark: _Toc199200316][bookmark: _Toc210587090][bookmark: _Toc211169948]2.4.1. Pengertian Pemeriksaan Pajak 
	Pemeriksaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara objektif dan profesional dengan menghimpun serta mengolah data, informasi, dan/atau bukti, berdasarkan standar pemeriksaan tertentu. Tujuannya adalah untuk menilai kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan/atau untuk keperluan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2023).  
[bookmark: _Toc199200317][bookmark: _Toc210587091][bookmark: _Toc211169949]2.4.2. Sasaran Pemeriksaan Pajak
	Pemeriksaan  dilakukan untuk menemukan indikasi berikut (Mardiasmo, 2023):
1. Penafsiran undang-undang yang tidak tepat.
2. Kesalahan perhitungan.
3. Upaya penggelapan penghasilan secara khusus.
4. Pemotongan atau pengurangan yang tidak benar yang dilakukan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
[bookmark: _Toc199200318][bookmark: _Toc210587092][bookmark: _Toc211169950]2.4.3. Kriteria Pemeriksaan Pajak
	Pemeriksaan  untuk menilai kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan wajib dilakukan terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan jika memenuhi kriteria berikut (Mardiasmo, 2023):
1. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang menunjukkan lebih bayar.
2. Wajib Pajak sudah mendapatkan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak.
3. Wajib Pajak menyampaikan SPT yang menunjukkan adanya kerugian.
4. Wajib Pajak yang melakukan penggabungan usaha, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia secara permanen
5. Wajib Pajak mengubah tahun buku, metode pembukuan, atau melakukan penilaian kembali atas aset tetap.
6. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran, yang ditetapkan sebagai objek pemeriksaan berdasarkan hasil analisis risiko.
7. Wajib Pajak yang menyampaikan SPT dan terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan hasil analisis risiko.
[bookmark: _Toc199200319][bookmark: _Toc210587093][bookmark: _Toc211169951]2.4.4. Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak
	Ruang lingkup pemeriksaan untuk keperluan lain dalam rangka penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat mencakup penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi terkait dengan tujuan pemeriksaan. Pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan kriteria berikut (Mardiasmo, 2023):
1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan, selain yang dilakukan melalui verifikasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan.
2. Penghapusan NPWP selain yang dilakukan melalui verifikasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan.
3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) selain yang dilakukan melalui verifikasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan.
4. Wajib Pajak yang mengajukan keberatan.
5. Pengumpulan bahan untuk penyusunan norma perhitungan penghasilan neto.
6. Pencocokan data dan/atau informasi.
7. Penentuan lokasi Wajib Pajak di daerah terpencil.
8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN.
9. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
10. Penentuan saat dimulainya produksi atau perpanjangan periode kompensasi kerugian terkait fasilitas perpajakan.
11. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di lokasi Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan), dengan ruang lingkup yang dapat mencakup satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun sebelumnya maupun tahun berjalan.
[bookmark: _Toc199200320][bookmark: _Toc210587094][bookmark: _Toc211169952]2.4.5. Surat Ketetapan Pajak
Surat Ketetapan Pajak adalah surat yang memuat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Surat Ketetapan Pajak terdiri dari (Mardiasmo, 2023):
1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 
Surat yang menetapkan jumlah pokok pajak, kredit pajak, kekurangan pembayaran pokok pajak, besaran sanksi administratif, dan jumlah pajak yang harus dibayar.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) 
Surat yang menetapkan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) 
Surat yang menetapkan bahwa jumlah pokok pajak sama dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) 
[bookmark: _Toc199200321]Surat yang menetapkan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang terjadi karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau pajak yang seharusnya tidak terutang.
5. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Tambahan (SKPLBT) 
Surat ketetapan untuk menambah jumlah kelebihan bayar pajak yang sebelumnya telah ditetapkan dalam SKPLB.
[bookmark: _Toc210587095][bookmark: _Toc211169953][bookmark: _Toc199200322]2.5. Inflasi
[bookmark: _Toc210587096][bookmark: _Toc211169954]2.5.1. Pengertian Inflasi 
	Inflasi secara umum adalah suatu kondisi ketika terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara menyeluruh dan berlangsung secara terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu (Fitriani & Nurjanah, 2022). Ciri-ciri inflasi meliputi:
1. Terjadinya kenaikan harga, yaitu ketika harga barang dan jasa naik, menyebabkan meningkatnya jumlah uang yang beredar. Peningkatan peredaran uang ini akan menurunkan nilai riil uang.
2. Bersifat umum, artinya kenaikan harga tidak hanya terjadi pada satu atau dua jenis barang, tetapi mencakup sebagian besar barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dalam suatu perekonomian.
3. [bookmark: _Toc196694643]Bersifat terus-menerus, yakni kenaikan harga terjadi secara berkelanjutan, bukan hanya sesaat. Oleh karena itu, inflasi biasanya diukur dalam jangka waktu tertentu, seperti bulanan atau tahunan, untuk memastikan bahwa kenaikan harga tersebut benar-benar berulang dan sistematis.
[bookmark: _Toc199200323][bookmark: _Toc210587097][bookmark: _Toc211169955]2.5.2. Penyebab Inflasi 
	Faktor-faktor yang menjadi penyebab inflasi antara lain adalah sebagai berikut (Fitriani & Nurjanah, 2022)t:
1. Inflasi Tarikan Permintaan (Demand-Pull Inflation)
Inflasi ini terjadi ketika permintaan terhadap barang dan jasa melebihi kapasitas produksi yang tersedia. Dengan kata lain, jumlah permintaan lebih besar daripada penawaran, sehingga mendorong kenaikan harga. Fenomena ini umumnya tampak dalam pola pembentukan harga oleh produsen maupun pedagang, khususnya menjelang hari-hari besar keagamaan seperti Idulfitri, Natal, atau Tahun Baru.
2. Inflasi Dorongan Biaya (Cost-Push Inflation)
Jenis inflasi ini muncul akibat meningkatnya biaya produksi. Contohnya, ketika terjadi kenaikan harga bahan bakar atau upah tenaga kerja. Selain itu, penyebab lain dari cost-push inflation mencakup depresiasi nilai tukar mata uang, kenaikan harga komoditas yang ditentukan pemerintah, serta gangguan pasokan akibat bencana alam atau kendala distribusi.
[bookmark: _Toc199200324][bookmark: _Toc210587098][bookmark: _Toc211169956]2.5.3. Jenis-jenis Inflasi 
	Berikut ini adalah jenis-jenis inflasi berdasarkan beberapa kategori (Fitriani & Nurjanah, 2022):
1. Berdasarkan penyebabnya, inflasi dibedakan menjadi dua jenis: 
a. Inflasi tarikan permintaan (demand-pull inflation) 
b. Inflasi dorongan biaya produksi (cost-push inflation)
2. Berdasarkan tingkat keparahan, inflasi diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Inflasi ringan (di bawah 10% per tahun)
b. Inflasi sedang (antara 10% hingga 30% per tahun)
c. Inflasi berat (berkisar antara 30% hingga 100% per tahun)
d. Hiperinflasi (melebihi 100% per tahun)
3. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi menjadi:
a. Inflasi domestik (domestic inflation) 
Jenis inflasi ini disebabkan oleh defisit anggaran pemerintah yang kemudian ditutupi dengan mencetak uang baru. Akibatnya, jumlah uang yang beredar meningkat dan menyebabkan penurunan nilai mata uang.
b. Inflasi impor (imported inflation)
Inflasi ini terjadi karena meningkatnya harga barang impor, yang disebabkan oleh kenaikan harga di negara asal barang tersebut diproduksi.
[bookmark: _Toc199200325][bookmark: _Toc210587099][bookmark: _Toc211169957]2.5.4. Dampak Inflasi 
	Secara umum, dampak inflasi meliputi:
1. Penurunan nilai mata uang,
2. Penurunan pendapatan riil masyarakat yang berdampak pada turunnya standar hidup,
3. Timbulnya ketidakpastian dalam dunia usaha,
4. Kesulitan bagi masyarakat dalam membuat keputusan terkait konsumsi, produksi, dan distribusi, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi.
	Selain dampak umum, inflasi juga dapat menimbulkan dampak khusus. Pada tingkat inflasi yang tinggi, pengaruhnya terhadap perekonomian sangat merugikan. Namun, pada inflasi dalam kategori ringan, terdapat pihak-pihak tertentu yang justru memperoleh keuntungan. Adapun pihak-pihak yang dapat diuntungkan maupun dirugikan oleh inflasi, yaitu penabung, pemberi pinjaman (kreditur),penerima pendapatan tetap, produsen (Fitriani & Nurjanah, 2022).
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	Tingkat suku bunga merupakan biaya penggunaan uang atau bisa juga dianggap sebagai imbalan atas pemakaian dana dalam periode waktu tertentu. Dalam konteks pinjaman, suku bunga merupakan harga yang harus dibayar karena menggunakan daya beli uang, dan biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase (%). Dalam sistem perbankan konvensional, bunga bank adalah balas jasa yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah, baik yang membeli maupun menjual produk-produk bank  (Andrianto dkk., 2019).
[bookmark: _Toc210587102][bookmark: _Toc211169960]2.6.2. Jenis Suku Bunga
	Dalam praktik perbankan sehari-hari, dikenal dua jenis bunga yang diberikan kepada nasabah, yaitu (Andrianto dkk., 2019):
1. Bunga Simpanan 
Bunga yang diberikan kepada nasabah sebagai bentuk imbalan karena telah menyimpan dana di bank. Bunga ini dianggap sebagai biaya yang harus dikeluarkan bank kepada nasabah. Contohnya, bunga tabungan dan jasa giro.
2. Bunga Pinjaman 
Bunga yang dikenakan kepada nasabah peminjam atas dana yang digunakan. Ini merupakan biaya yang harus dibayar oleh peminjam kepada bank. Contohnya, bunga kredit.
[bookmark: _Toc210587103][bookmark: _Toc211169961]2.6.2. BI-Rate
	Bank Indonesia terus menyempurnakan kerangka kebijakan moneter agar lebih efektif dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Salah satu penyempurnaan tersebut dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2016, saat BI menetapkan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebagai suku bunga acuan yang baru. Penggunaan BI7DRR sebagai acuan suku bunga kebijakan bertujuan untuk memperkuat transmisi kebijakan moneter. Kemudian, mulai 21 Desember 2023, BI mengubah kembali penyebutan suku bunga kebijakan dari BI7DRR menjadi BI-Rate untuk meningkatkan kejelasan dan efektivitas komunikasi kebijakan. Meskipun namanya berubah, fungsi dan operasional BI-Rate tetap mengacu pada transaksi reverse repo tenor 7 hari, sebagaimana sebelumnya berlaku pada BI7DRR (Bank Indonesia, 2025).
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	No.
	Peneliti dan Tahun
	Sampel dan Periode Penelitian
	Variabel dan Metode Analisis
	Hasil

	1.
	Nadia & Kartika (2020)

	KPP Pratama Kabupaten Tampan Pekanbaru dan BPS Pekanbaru Periode 2017-2019
	1. Dependen
Inflasi, Penagihan Pajak, Penyuluhan Pajak
2. Independen
Penerimaan PPh
3. Metode Analisis
Analisis Regresi Linier Berganda
	Inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPh.

	2.
	Syahputri & Merliyana (2020)
	Direktorat Jenderal Pajak Periode 2015-2019
	1. Dependen
Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Tingkat Suku Bunga
2. Independen
Penerimaan PPh
3. Metode Analisis
Analisis Regresi Linier Berganda
	1. Inflasi memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap Penerimaan PPh.
2. Tingkat Suku Bunga tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPh.


	3.
	Kusnadi dkk. (2020) 
	Direktorat Jenderal Pajak Periode 2016-2020
	1. Dependen
Suku Bunga, Fluktuasi Kurs Dollar AS, dan Tingkat Inflasi
2. Independen
Penerimaan PPh
3. Metode Analisis
Analisis Regresi Linier Berganda
	1. Suku Bunga berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan PPh.
2. Inflasi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penerimaan PPh.



	4.
	Anggraini (2022)Tabel 2.1. Sambungan

	Direktorat Jenderal Pajak, BPS, Kementerian Keuangan Tahun 2002-2021
	1. Dependen
Jumlah Wajib Pajak, Inflasi
2. Independen
Penerimaan PPh 
3. Metode Analisis
Analisis Regresi Linier Berganda
	1. Inflasi tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPh di Indonesia.
2. Jumlah Wajib Pajak dan Inflasi secara simultan berpengaruh terhadap Penerimaan PPh di Indonesia.

	5.
	Monica & Kunawangsih (2023)
	KPP Pratama Cibitung dan BPS Kabupaten Bekasi Periode 2017-2021
	1. Dependen
Pemeriksaan Pajak, Jumlah Wajib Pajak, Inflasi
2. Independen
Penerimaan PPh 
3. Metode Analisis
Analisis Regresi Linier Berganda
	1. Pemeriksaan Pajak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Penerimaan PPh.
2. Inflasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap Penerimaan PPh.

	6.
	Meita & Nurdiniah (2023)
	Direktorat Jenderal Pajak, BPS Tahun 2012-2021
	1. Dependen
Perubahan Tarif PPh, Inflasi, Suku Bunga
2. Independen
Penerimaan PPh 
3. Metode Analisis
Analisis Regresi Linier Berganda
	1. Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPh.
2. Suku Bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh.

	7.
	Yuniarti (2023)
	KPP Pratama Watampone Periode 2017-2021
	1. Dependen
Inflasi, Pemeriksaan Pajak, Jumlah Wajib Pajak
2. Independen
Penerimaan PPh 
3. Metode Analisis
Analisis Regresi Linier Berganda
	1. Inflasi tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPh.
2. Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPh.
3. Inflasi, Pemeriksaan Pajak, dan Jumlah Wajib Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Penerimaan PPh.

	8.Disambung ke halaman berikutnya


	Novasari & Ratnawati (2023)
	KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan Periode 2016-2018
	1. Dependen
Ekstensifikasi Pajak, Tingkat Kepatuhan Pajak, Pemeriksaan Pajak
2. Independen
Penerimaan PPh 
3. Metode Analisis
Analisis Regresi Linier Berganda
	Pemeriksaan Pajak berdampak signifikan terhadap Penerimaan PPh.


	9.
	Melisa & Nurhayati (2024)
	KPP Pratama Pondok Aren Periode 2019-2023
	1. Dependen
Inflasi, Pemeriksaan Pajak, Jumlah Wajib Pajak
2. Independen
Penerimaan PPh
3. Metode Analisis
Analisis Regresi Linier Berganda
	Inflasi dan Pemeriksaan Pajak, berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPh.
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[bookmark: _Toc199200330][bookmark: _Toc210587108][bookmark: _Toc211169966]2.8. Pengembangan Hipotesis
[bookmark: _Toc196694653][bookmark: _Toc196695064][bookmark: _Toc196696719][bookmark: _Toc199200331][bookmark: _Toc210587109][bookmark: _Toc211169967]2.8.1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPh
	Teori Pencegahan (Deterrence Theory) oleh Becker (1968), yang kemudian diadaptasi oleh Allingham & Sandmo (1972) dalam konteks perpajakan, menyatakan bahwa wajib pajak berpikir  rasional dalam memutuskan apakah akan patuh atau melanggar aturan perpajakan, dengan mempertimbangkan manfaat finansial dari penghindaran pajak dibandingkan risiko tertangkap dan dikenai sanksi. Dalam konteks perpajakan, pemeriksaan pajak berperan menciptakan efek penggetar (deterrence effect), yaitu menimbulkan rasa takut pada wajib pajak terhadap risiko diperiksa dan dijatuhi sanksi, sehingga mendorong mereka untuk patuh dan melaporkan penghasilan secara benar. Efek penggetar ini tidak hanya memengaruhi wajib pajak yang diperiksa, tetapi juga wajib pajak lainnya yang mengetahui adanya pemeriksaan.
	Beberapa penelitian terdahulu mendukung adanya pengaruh antara Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan PPh. Penelitian yang dilakukan oleh Yanti dkk. (2021), Dinda dkk. (2022), dan Monica & Kunawangsih (2023) menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan PPh.
	Pemeriksaan pajak meningkatkan risiko wajib pajak untuk tertangkap atas pelaporan yang tidak sesuai, sehingga menciptakan efek penggetar yang mendorong mereka untuk lebih patuh (Nugrahanto, 2019). Ketika pemeriksaan dilakukan secara rutin, wajib pajak akan terdorong melaporkan penghasilan dengan benar untuk menghindari risiko denda atau sanksi sehingga memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan PPh. Efek penggetar ini bukan hanya memengaruhi wajib pajak yang diperiksa secara langsung, tetapi juga wajib pajak lain yang mengetahui adanya pemeriksaan, sehingga menciptakan kepatuhan kolektif. Kepatuhan ini berdampak pada pelaporan penghasilan yang lebih akurat dan lengkap, sehingga jumlah PPh yang terutang dan dibayarkan bertambah. Akhirnya, realisasi penerimaan PPh mengalami peningkatan seiring semakin banyaknya wajib pajak yang melaporkan penghasilan sesuai dengan ketentuan. 
H₁ : Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Penerimaan PPh.
[bookmark: _Toc196694654][bookmark: _Toc196695065][bookmark: _Toc196696720][bookmark: _Toc199200332][bookmark: _Toc210587110][bookmark: _Toc211169968]2.8.2. Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan PPh
	Teori Keynesian (Keynesian Theory) yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes menyatakan bahwa permintaan agregat merupakan faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan intervensi pemerintah sangat penting dalam mencapai kestabilan perekonomian. Dalam konteks ini, inflasi dipandang sebagai bagian dari dinamika ekonomi yang mencerminkan peningkatan harga barang dan jasa secara umum. Kebijakan fiskal seperti penyesuaian tarif pajak atau pengendalian pengeluaran negara dan kebijakan moneter seperti pengendalian jumlah uang beredar, dapat memengaruhi tingkat inflasi (Meiriza dkk., 2024).
	Beberapa penelitian mendukung adanya pengaruh antara Inflasi dan Penerimaan PPh. Penelitian yang dilakukan oleh Nadia & Kartika (2020), Syahputri & Merliyana (2020), dan Melisa & Nurhayati (2024) menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPh.
	Jika pemerintah bisa mengendalikan penurunan dan peningkatan inflasi melalui kebijakan, maka kenaikan inflasi dapat mendorong kenaikan pendapatan nominal wajib pajak, baik secara individu maupun korporasi, maka basis pajak yang dikenai PPh juga meningkat dalam nilai rupiah. Meskipun daya beli riil mungkin menurun, laporan penghasilan nominal yang lebih tinggi otomatis menaikkan jumlah pajak yang terutang, terutama dalam sistem tarif progresif. Pegawai yang mendapatkan penyesuaian upah nominal bergeser ke tarif pajak lebih tinggi sehingga realisasi penerimaan PPh menunjukkan tren peningkatan seiring inflasi.
H₂ : Inflasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap Penerimaan PPh.
[bookmark: _Toc210587111][bookmark: _Toc211169969]2.8.3. Pengaruh Tingkat Suku Bunga Terhadap Penerimaan PPh
	Menurut teori Keynes, kebijakan moneter memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga. Teori Keynes berpendapat terdapat hubungan yang erat antara sektor moneter dan sektor riil, yang menunjukkan adanya keseimbangan antara aktivitas di pasar uang dan pasar barang. Perubahan tingkat suku bunga, sebagai salah satu alat kebijakan moneter, tidak hanya memengaruhi keputusan investasi tetapi juga secara tidak langsung berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan PPh melalui pertumbuhan pendapatan masyarakat dan dunia usaha (Meiriza dkk., 2024).
	Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sumidartini (2017), Harahap dkk. (2018), dan Kusnadi dkk. (2020) menunjukkah bahwa Tingkat Suku Bunga berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh.
	Ketika suku bunga mengalami penurunan, maka akan mendorong peningkatan investasi dan permintaan agregat sehingga berdampak pada kenaikan output dan perluasan kesempatan kerja. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan terserapnya tenaga kerja, pendapatan masyarakat akan mengalami pertumbuhan. Kenaikan pendapatan ini memperluas basis pajak karena semakin banyak individu dan badan usaha yang memiliki kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan PPh (Meiriza dkk., 2024).
H₃ : Tingkat Suku Bunga berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Penerimaan PPh.
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       Tabel 3.1. Definisi Operasional
	No.
	Variabel
	Definisi Operasional
	Indikator
	Satuan Ukur

	1.
	Penerimaan PPh
	Jumlah penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan atas penghasilan yang diperoleh, baik dari dalam negeri maupun luar negeri dalam suatu tahun pajak.
	Total realisasi penerimaan PPh, baik dari Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan, yang dilaporkan setiap bulan oleh KPP Pratama Samarinda Ulu dan KPP Pratama Samarinda Ilir Periode 2020-2024.
	Rupiah (Rp) 

	2.
	Pemeriksaan Pajak
	Proses yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk memeriksa kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
	Intensitas pemeriksaan pajak melalui jumlah realisasi Surat Ketetapan Pajak (SKP) secara bulanan yang diterbitkan oleh KPP Pratama Samarinda Ulu dan KPP Pratama Samarinda Ilir Periode 2020-2024.
	Jumlah pemeriksaan (unit)

	3.
	Inflasi
	Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode tertentu.
	Perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulanan yang mencerminkan inflasi dalam periode 2020-2024.
	Persentase (%)

	4.
	Tingkat Suku Bunga
	Biaya penggunaan uang atau imbalan atas pemakaian dana dalam periode waktu tertentu.
	BI-Rate yang dipublikasikan secara bulanan oleh Bank Indonesia Periode 2020-2024.
	Persentase (%)



[bookmark: _Toc199200339][bookmark: _Toc210587116][bookmark: _Toc211169974]3.2. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini terdiri dari:
1. Data total realisasi Penerimaan PPh Orang Pribadi dan Badan yang dilaporkan setiap bulan oleh KPP Pratama Samarinda periode 2020-2024. 
2. Data jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang mencakup:
a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB),
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT),
c. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN),
d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), 
e. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Tambahan (SKPLBT), yang diterbitkan setiap bulan oleh KPP Pratama Samarinda periode 2020-2024.
3. Data inflasi bulanan yang dipublikasikan oleh BPS Kota Samarinda periode 2020-2024.
4. Data BI-Rate bulanan yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia periode 2020-2024.
	Sampel penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh di mana sampel diambil dari keseluruhan populasi.
[bookmark: _Toc199200340][bookmark: _Toc210587117][bookmark: _Toc211169975]3.3. Jenis dan Sumber Data
	Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data berbentuk angka-angka yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik. Data yang digunakan merupakan data panel, yaitu gabungan antara data time series dan crosssection. Data panel tersebut terdiri dari data bulanan selama periode 2020 hingga 2024 yang diambil dari dua KPP Pratama yang ada di Kota Samarinda yaitu KPP Pratama Samarinda Ulu dan KPP Pratama Samarinda Ilir.
	Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang tidak dikumpulkan sendiri oleh peneliti, di mana sumber data berasal dari laporan KPP Pratama Samarinda, data yang dipublikasikan oleh BPS Kota Samarinda dan data yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia.
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[bookmark: _Toc199200342][bookmark: _Toc210587119][bookmark: _Toc211169977]3.4.1. Analisis Statistik Deskriptif
	Menurut Ghozali (2021), analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). Analisis statistik deskriptif ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu data agar data yang tersaji menjadi mudah dipahami. 
[bookmark: _Toc199200343][bookmark: _Toc210587120][bookmark: _Toc211169978]3.4.2. Uji Asumsi Klasik
	Untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan, maka harus terlebih dahulu memenuhi uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Sebelum dilakukan pengujian asumsi klasik, seluruh variabel penelitian terlebih dahulu ditransformasi dengan menggunakan akar kuadrat () dan logaritma basis 10 (log10). Transformasi ini dilakukan untuk memperbaiki distribusi data dan menstabilkan varian residual. Dengan demikian, hasil pengujian asumsi klasik yang dilakukan selanjutnya telah menggunakan data variabel yang sudah ditransformasi. Masing-masing pengujian asumsi klasik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Ghozali, 2021):
[bookmark: _Toc210587121]3.4.2.1. Uji Normalitas
	Uji normalitas dilakukan untuk memeriksa apakah data residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2021). Suatu model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.
	Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji grafik p-plot dan Test of Normality Kolmogorov-Smirnov. Data dapat dikatakan telah terdistribusi secara normal jika nilai signifikansi ≥ 0,05.
[bookmark: _Toc210587122]3.4.2.2. Uji Autokorelasi
	Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Terdapat tiga cara untuk mendeteksi autokorelasi yaitu Durbin-Watson Test, Run Test, dan Lagrange Multiplier (LM) Test. Uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Durbin-Watson Test. Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:
1. d < dL berarti terjadi autokorelasi positif.
2. d > (4 – dL) berarti terjadi autokorelasi negatif.
3. dU < d < (4 – dU) berarti tidak terjadi autokorelasi.
4. dL ≤ d ≤ dU atau (4 – dU) ≤ d ≤  (4 – dL) berarti daerah tidak dapat disimpulkan.
[bookmark: _Toc210587123]3.4.2.3. Uji Heteroskedastisitas
	Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan varians residual antar satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi (Ghozali, 2021). Jika varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya sama, maka kondisi tersebut disebut Homoskedastisitas, jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang memenuhi asumsi Homoskedastisitas atau tidak mengalami masalah Heteroskedastisitas. Cara mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara melihat analisis berikut:
1. Uji Grafik 
Uji ini dilakukan dengan mengamati grafik scatterplot antara nilai prediksi dari variabel dependen (ZPRED) dan nilai residual yang telah di-studentized (SRESID). Untuk mendeteksi adanya gejala hetereoskedastisitas, diperhatikan apakah terdapat pola tertentu dalam grafik tersebut. Jika tidak ada pola yang jelas, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam grafik ini, sumbu Y menunjukkan nilai prediksi dari variabel dependen, sedangkan sumbu X menunjukkan nilai residual.
2. Uji Glejser 
Metode ini dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolut dari residual terhadap variabel independen. Jika hasil uji menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel independen berada di bawah 5% (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi diatas 5%, maka tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas.
3. Uji Park
Uji ini dilakukan dengan meregresikan logaritma natural dari kuadrat residual (LnU²i) terhadap variabel independen. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi apakah error dalam model memiliki varians yang tidak konstan. Jika nilai signifikansi > 0,05, maka model dianggap bebas dari heteroskedastisitas.
[bookmark: _Toc210587124]3.4.2.4. Uji Multikolinieritas
	Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas penelitian. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Ada tidaknya korelasi antar variabel tersebut dapat dideteksi dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). Kriteria yang digunakan adalah:
1. Jika nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.
2. Jika nilai Tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka terdapat gejala multikolinearitas.
[bookmark: _Toc199200344][bookmark: _Toc210587125][bookmark: _Toc211169979]3.4.3. Analisis Regresi Linier Berganda
	Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2021). Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda karena memiliki satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini untuk menganalisis Penerimaan PPh sebagai variabel dependen (Y) dengan Pemeriksaan Pajak (X1), Inflasi (X2), dan Tingkat Suku Bunga (X3) sebagai variabel independennya. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Y = α + β₁X₁ + β₂X₂ + β₃X₃ + e...............................................................................3.1
Keterangan:
Y  : Penerimaan PPh
α   :  Konstanta
β   : Koefisien Regresi
X₁ : Pemeriksaan Pajak
X₂ : Inflasi
X₃ : Tingkat Suku Bunga
e   : Error
[bookmark: _Toc210587126][bookmark: _Toc211169980]3.4.4. Uji Kelayakan Model
	Uji kelayakan model (goodness of fit) merupakan suatu uji untuk mengetahui keterandalan atau ketepatan model regresi yang digunakan. Uji kelayakan model menggunakan Uji F. Suatu model dikatakan layak jika dapat menjelaskan hubungan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Uji kelayakan model dapat diukur dengan uji koefisien determinasi dan uji statistik F (Ghozali, 2021).
[bookmark: _Toc210587127]3.4.4.1. Uji Signifikansi Anova (Uji Statistik F)
	Uji F bertujuan untuk mengukur apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021). Uji F merupakan indikator awal untuk melihat apakah ada pengaruh secara umum dari variabel bebas ke variabel terikat. Jika nilai signifikansi ≥ 0,05, maka model regresi tidak layak digunakan karena variabel independen tidak mampu menjelaskan variabel dependen. Model dikatakan layak digunakan jika nilai signifikansi < 0,05.
[bookmark: _Toc210587128]3.4.4.2. Uji Koefisien Determinasi (R²)
	Koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai R² yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Banyak peneliti menyarankan menggunakan nilai adjusted R² karena nilainya lebih akurat dalam menilai model regresi dan tidak otomatis meningkat saat variabel independen ditambah. Bila terdapat nilai adjusted R² bernilai negatif, maka nilai adjusted R² dianggap bernilai 0. Secara umum nilai koefisien determinasi pada data silang (crosssection) cenderung lebih rendah karena perbedaan atau variasi yang cukup besar antar unit pengamatan. Sementara itu, data time series biasanya memiliki nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2021).  Menurut Ozili (2023), klasifikasi nilai R² adalah sebagai berikut:
1. 0,00 – 0.09 berarti model sangat lemah.
2. 0,10 – 0,50 berarti model dianggap layak apabila sebagian variabel independen signifikan secara statistik.
3. 0,51 – 0,99 berarti model memiliki kemampuan yang kuat dalam menjelaskan variasi variabel dependen.
[bookmark: _Toc210587129][bookmark: _Toc211169981]3.4.5. Uji Hipotesis
	Uji hipotesis dilakukan untuk membuktikan suatu dugaan mengenai parameter populasi berdasarkan data sampel, guna menentukan apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021). Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 
1. Untuk H₁ dan H₂ (dugaan hubungan positif):
a. Jika nilai signifikansi < 0,05 dan nilai beta positif, maka hipotesis diterima.
b. Jika nilai signifikansi ≥ 0,05 atau nilai beta negatif, maka hipotesis ditolak.
2. Untuk H₃ (dugaan hubungan negatif):
a. Jika nilai signifikansi < 0,05 dan nilai beta negatif, maka hipotesis diterima.
b. Jika nilai signifikansi ≥ 0,05 atau nilai beta positif, maka hipotesis ditolak.


[bookmark: _Toc210587130]
[bookmark: _Toc211169982]BAB IV
[bookmark: _Toc210587131][bookmark: _Toc211169983]HASIL DAN PEMBAHASAN
[bookmark: _Toc210587132][bookmark: _Toc211169984]4.1. Deskripsi Objek Penelitian
	Dalam penelitian ini, objek yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi penerimaan PPh Orang Pribadi dan Badan, jumlah SKP, inflasi, serta BI-Rate. Data penerimaan PPh dan jumlah SKP diperoleh dari dua KPP Pratama di Kota Samarinda, yaitu KPP Pratama Samarinda Ulu dan KPP Pratama Samarinda Ilir. Data inflasi diperoleh dari publikasi BPS Kota Samarinda, sedangkan data BI-Rate bersumber dari publikasi resmi Bank Indonesia.
	Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu mengambil seluruh populasi yang tersedia. Data yang digunakan berbentuk data panel, terdiri dari data bulanan selama periode Januari 2020 hingga Desember 2024, sehingga mencakup 60 bulan pengamatan. Untuk variabel penerimaan PPh dan jumlah SKP diambil dari dua KPP, maka total sampel yang digunakan adalah 120 observasi. Sedangkan untuk variabel inflasi dan BI-Rate terdapat 60 observasi sesuai dengan jumlah bulan penelitian.
[bookmark: _Toc210587133][bookmark: _Toc211169985]4.2. Hasil Penelitian
[bookmark: _Toc210587134][bookmark: _Toc211169986]4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif
	Berdasarkan hasil dari analisis dengan menggunakan program SPSS versi 31 dapat dilihat analisis statistik deskriptif dari Pemeriksaan Pajak, Penerimaan PPh, Inflasi, serta Tingkat Suku Bunga adalah sebagai berikut:
 



	Descriptive Statistics

	
	N
	Minimum
	Maximum
	Mean
	Std. Deviation

	X1
	120
	1.00
	499.00
	112.8417
	97.98782

	X2
	120
	.36
	5.64
	2.6163
	1.41937

	X3
	120
	3.50
	6.25
	4.7375
	1.09853

	Y
	120
	29339057092.00
	1354839868608.00
	246496508569.2582
	288814305359.96063

	Valid N (listwise)
	120
	
	
	
	


 Tabel 4.1. Hasil Statistitk Deskriptif
Sumber: Output SPSS versi 31	
	Berdasarkan Tabel 4.1. tersebut, variabel Penerimaan PPh (Y) memiliki nilai minimum sebesar Rp29.339.057.092,00 dan maksimum sebesar Rp1.354.839.868.608,00. Rata-rata penerimaan tercatat sebesar Rp246.496.508.569,00 dengan standar deviasi Rp288.814.305.359,00. Standar deviasi yang lebih tinggi daripada rata-rata mengindikasikan bahwa penerimaan PPh bersifat fluktuatif dan bervariasi secara signifikan antarperiode penelitian.
	Variabel Pemeriksaan Pajak (X1) memiliki nilai minimum sebesar 1 dan maksimum sebesar 499, dengan rata-rata sebesar 112,84 serta standar deviasi sebesar 97,98. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pemeriksaan pajak selama periode penelitian rata-ratanya sekitar 113 pemeriksaan, dengan variasi yang cukup besar antarperiode. Dengan demikian, terdapat periode yang hanya dilakukan sedikit pemeriksaan namun ada juga periode dengan jumlah pemeriksaan yang relatif tinggi.
	Variabel Inflasi (X2) memiliki nilai minimum sebesar 0,36% dan maksimum sebesar 5,64% dengan nilai rata-rata sebesar 2,62% serta standar deviasi 1,42. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi selama periode penelitian berada pada kategori rendah hingga moderat, artinya kondisi perekonomian relatif stabil meskipun tetap terdapat fluktuasi dari waktu ke waktu.
	Variabel Tingkat Suku Bunga (X3) menunjukkan nilai minimum sebesar 3,50% dan maksimum sebesar 6,25%. Nilai rata-rata sebesar 4,74% dengan standar deviasi 1,10 menunjukkan bahwa tingkat suku bunga relatif stabil pada periode penelitian karena penyebaran datanya tidak terlalu jauh dari nilai rata-rata.
[bookmark: _Toc210587135][bookmark: _Toc211169987]4.2.2. Uji Asumsi Klasik
	Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan telah memenuhi syarat-syarat dasar dalam analisis regresi. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.
[bookmark: _Toc210587136][bookmark: _Toc211169988]4.2.2.1. Uji Normalitas
	Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa data residual dalam model regresi berdistribusi normal. Uji dilakukan dengan menggunakan grafik Normal P-P Plot dan uji statistik Kolmogorov-Sminov (nonparametrik). Pada data awal, grafik Normal P-P Plot menunjukkan titik-titik residual yang menyebar jauh dari garis diagonal, sehingga mengindikasikan distribusi tidak normal. Grafik Normal P-P Plot ditunjukkan pada Gambar 4.1. berikut:
[image: ]
[bookmark: _Toc210586810]Gambar 4.1. Normal P-Plot 
Sumber: Output SPSS versi 31 
Hasil uji Kolmogorov-Sminov mendukung hal tersebut dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (< 0,05) yang ditunjukkan pada Tabel 4.2.
Tabel 4.2. Hasil Uji Normalitas 
	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	
	Unstandardized Residual

	N
	120

	Normal Parametersa,b
	Mean
	-.0000041

	
	Std. Deviation
	205135883567.95886000

	Most Extreme Differences
	Absolute
	.154

	
	Positive
	.154

	
	Negative
	-.101

	Test Statistic
	.154

	Asymp. Sig. (2-tailed)c
	.000

	Monte Carlo Sig. (2-tailed)d
	Sig.
	.000

	
	99% Confidence Interval
	Lower Bound
	.000

	
	
	Upper Bound
	.000


Sumber: Output SPSS versi 31
	
	Dengan demikian, residual pada data asli belum berdistribusi normal. Data kemudian ditransformasi menggunakan metode square root (sqrt). Namun, grafik Normal P-P Plot masih menunjukkan penyebaran titik yang tidak mengikuti garis diagonal.
[image: ]
[bookmark: _Toc210586811]Gambar 4.2. Normal P-Plot Data Transformasi Square Root
Sumber: Output SPSS versi 31
Hasil uji Kolmogorov-Sminov menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,010 (< 0,05), sehingga residual masih belum berdistribusi normal. Hasil uji Kolmogorov-Sminov ditunjukkan pada Tabel 4.4. berikut:


Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas (Square Root)
	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	
	Unstandardized Residual

	N
	120

	Normal Parametersa,b
	Mean
	.0000000

	
	Std. Deviation
	182200.91316333

	Most Extreme Differences
	Absolute
	.094

	
	Positive
	.094

	
	Negative
	-.061

	Test Statistic
	.094

	Asymp. Sig. (2-tailed)c
	.010

	Monte Carlo Sig. (2-tailed)d
	Sig.
	.011

	
	99% Confidence Interval
	Lower Bound
	.008

	
	
	Upper Bound
	.013


Sumber: Output SPSS versi 31
	Data dilakukan transformasi lanjutan dengan metode logaritma basis 10 (log10). Grafik Normal P-P Plot memperlihatkan titik-titik residual yang menyebar mengikuti garis diagonal, menandakan distribusi yang mendekati normal. 
[image: ]
[bookmark: _Toc210586812]Gambar 4.3. Normal P-Plot Data Transformasi Log10
Sumber: Output SPSS versi 31
[bookmark: _Toc199200345]Hasil uji Kolmogorov-Sminov mendukung hal tersebut dengan nilai signifikansi sebesar 0,098 (> 0,05).
Tabel 4.4. Hasil Uji Normalitas (Log10)
	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	
	Unstandardized Residual

	N
	120

	Normal Parametersa,b
	Mean
	.0000000

	
	Std. Deviation
	.17716462

	Most Extreme Differences
	Absolute
	.075

	
	Positive
	.075

	
	Negative
	-.063

	Test Statistic
	.075

	Asymp. Sig. (2-tailed)c
	.098

	Monte Carlo Sig. (2-tailed)d
	Sig.
	.103

	
	99% Confidence Interval
	Lower Bound
	.095

	
	
	Upper Bound
	.111


Sumber: Output SPSS versi 31	
	Dengan demikian, residual setelah transformasi log10 dinyatakan berdistribusi normal. Selanjutnya pada pengujian asumsi klasik lainnya (autokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas) akan dilakukan pada data hasil transformasi.
[bookmark: _Toc210587137][bookmark: _Toc211169989]4.2.2.2. Uji Autokorelasi
	Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau korelasi antara kesalahan (error/residual) pada periode tertentu dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Pada penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan dengan metode Durbin-Watson Test. 
 

Tabel 4. 5. Hasil Uji Autokorelasi
	Model Summaryb

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate
	Durbin-Watson

	1
	.631a
	.399
	.383
	.17944
	1.929

	a. Predictors: (Constant), Tingkat Suku Bunga (X3), Pemeriksaan Pajak (X1), Inflasi (X2)

	b. Dependent Variable: Penerimaan Pph (Y)


Sumber: Output SPSS versi 31
	Berdasarkan Tabel 4.5. diperoleh nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,929. Dengan jumlah variabel independen (k = 3) dan jumlah sampel (n = 120), nilai batas bawah (dL) adalah 1,6513 dan nilai batas atas (dU) adalah 1,7536. Karena nilai DW hitung berada di antara dU (1,7536) dan 2,2424 (4 – dU), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari autokorelasi.
[bookmark: _Toc210587138][bookmark: _Toc211169990]4.2.2.3. Uji Heteroskedastisitas
	Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Uji Scatterplot dilakukan dengan melihat pola sebaran antara residual dan nilai prediksi. Hasil Scatterplot menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah sumbu horizontal tanpa membentuk pola tertentu, sehingga secara visual dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Grafik Scatterplot adalah sebagai berikut:
[image: ]
[bookmark: _Toc210586813]Gambar 4.4. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot)
Sumber: Output SPSS versi 31
	Untuk memperkuat hasil tersebut, dilakukan pula Uji Glejser dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Hasil uji Glejser pada Tabel 4.6. menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari seluruh variabel lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap nilai absolut residual, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari masalah heteroskedastisitas.
Tabel 4.6. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)
	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	.232
	.065
	
	3.563
	.001

	
	Pemeriksaan Pajak (X1)
	-.009
	.045
	-.018
	-.191
	.849

	
	Inflasi (X2)
	.026
	.065
	.039
	.394
	.694

	
	Tingkat Suku Bunga (X3)
	-.236
	.181
	-.131
	-1.308
	.194

	a. Dependent Variable: Abs_Res


Sumber: Output SPSS versi 31
	Berdasarkan hasil uji Scatterplot yang didukung oleh uji Glejser, model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi homoskedastisitas.
[bookmark: _Toc210587139][bookmark: _Toc211169991]4.2.2.4. Uji Multikolinearitas
	Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang kuat (korelasi tinggi) antarvariabel independen dalam suatu regresi. Uji multikolinearitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) pada masing-masing variabel independen. 
Tabel 4.7. Hasil Uji Multikolinearitas
	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.
	Collinearity Statistics

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	
	Tolerance
	VIF

	1
	(Constant)
	4.905
	.127
	
	38.753
	.000
	
	

	
	Pemeriksaan Pajak (X1)
	.747
	.087
	.634
	8.591
	.000
	.951
	1.051

	
	Inflasi (X2)
	-.009
	.126
	-.005
	-.070
	.944
	.854
	1.170

	
	Tingkat Suku Bunga (X3)
	-.044
	.351
	-.010
	-.124
	.902
	.845
	1.184

	a. Dependent Variable: Penerimaan Pph (Y)


Sumber: Output SPSS versi 31
	Berdasarkan Tabel 4.7. menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini tidak mengalami gejala multikolinearitas.
[bookmark: _Toc210587140][bookmark: _Toc211169992]4.2.3. Analisis Regresi Linear Berganda
	Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan metode ini, dapat dilihat seberapa besar perubahan variabel independen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang diteliti, baik secara simultan maupun parsial. Model regresi linear berganda dalam penelitian ini diestimasi dengan bantuan program SPSS, dengan hasil sebagai berikut:
Tabel 4.8. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	4.905
	.127
	
	38.753
	.000

	
	Pemeriksaan Pajak (X1)
	.747
	.087
	.634
	8.591
	.000

	
	Inflasi (X2)
	-.009
	.126
	-.005
	-.070
	.944

	
	Tingkat Suku Bunga (X3)
	-.044
	.351
	-.010
	-.124
	.902

	a. Dependent Variable: Penerimaan Pph (Y)


Sumber: Output SPSS versi 31
	Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda pada Tabel 4.8. dapat diketahui sebuah persamaan sebagai berikut:
Y = 4.905 + 0,747X₁ - 0,009X₂ - 0,044X₃ + e..........................................................4.1
Dari persamaan regresi berganda diatas dapat diperoleh penjelasan sebagai berikut:
1. Konstanta (α)
Nilai konstanta (α) sebesar 4,905 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen (X1, X2, dan X3) bernilai nol, maka nilai variabel dependen (Y) adalah sebesar 4,905. Ini merupakan nilai dasar Y tanpa dipengaruhi oleh variabel bebas.
2. Koefisien Regresi X1 
Nilai koefisien regresi pemeriksaan pajak adalah sebesar 0,747. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan 1 satuan pada pemeriksaan pajak akan meningkatkan penerimaan PPh sebesar 0,747, dengan asumsi variabel lainnya konstan. 
3. Koefisien Regresi X2
Nilai koefisien regresi inflasi adalah sebesar -0,009. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan 1 satuan pada inflasi akan menurunkan penerimaan PPh sebesar 0,009, dengan asumsi variabel lainnya konstan.
4. Koefisien Regresi X3
Nilai koefisien regresi tingkat suku bunga adalah sebesar -0,044. Hal ini berarti setiap peningkatan 1 satuan pada tingkat suku bunga akan menurunkan penerimaan PPh sebesar 0,044 dengan asumsi variabel lain konstan.
[bookmark: _Toc210587141][bookmark: _Toc211169993]4.2.4. Uji Kelayakan Model
[bookmark: _Toc210587142][bookmark: _Toc211169994]4.2.4.1. Uji Statistik F
	Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan dalam penelitian. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji F ditentukan berdasarkan nilai signifikansi (Sig). Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan.
Tabel 4.9. Hasil Uji F
	ANOVAa

	Model
	Sum of Squares
	df
	Mean Square
	F
	Sig.

	1
	Regression
	2.477
	3
	.826
	25.647
	.000b

	
	Residual
	3.735
	116
	.032
	
	

	
	Total
	6.212
	119
	
	
	

	a. Dependent Variable: Penerimaan Pph (Y)

	b. Predictors: (Constant), Tingkat Suku Bunga (X3), Pemeriksaan Pajak (X1), Inflasi (X2)


Sumber: Output SPSS versi 31	
	Berdasarkan Tabel 4.9. diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak untuk digunakan dalam penelitian ini.
[bookmark: _Toc210587143][bookmark: _Toc211169995]4.2.4.2. Uji Koefisien Determinasi (R2)
	Uji koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam suatu model regresi. Hasil uji koefisien determinasi (R2) disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 4.10. Hasil Uji Koefisien Determinasi
	Model Summaryb

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate

	1
	.631a
	.399
	.383
	.17944

	a. Predictors: (Constant), Tingkat Suku Bunga (X3), Pemeriksaan Pajak (X1), Inflasi (X2)

	b. Dependent Variable: Penerimaan Pph (Y)


Sumber: Output SPSS versi 31	
	Berdasarkan Tabel 4.10. nilai adjusted R square diperoleh sebesar 0,383. Hal ini berarti sebesar 38,3% variasi perubahan pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel dependen yang digunakan dalam model regresi, sedangkan sisanya sebesar 61,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Berdasarkan klasifikasi Ozili (2023), nilai R2 sebesar 0,383 berada pada kategori dapat diterima sehingga model regresi dalam penelitian ini layak untuk digunakan.
[bookmark: _Toc210587144][bookmark: _Toc211169996]4.2.5. Uji Hipotesis
	Uji hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran dugaan atau asumsi yang diajukan peneliti mengenai hubungan antarvariabel dalam penelitian. 
Tabel 4.11. Hasil Uji Hipotesis
	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	4.905
	.127
	
	38.753
	.000

	
	Pemeriksaan Pajak (X1)
	.747
	.087
	.634
	8.591
	.000

	
	Inflasi (X2)
	-.009
	.126
	-.005
	-.070
	.944

	
	Tingkat Suku Bunga (X3)
	-.044
	.351
	-.010
	-.124
	.902

	a. Dependent Variable: Penerimaan Pph (Y)


Sumber: Output SPSS versi 31	
	Berdasarkan Tabel 4.11. dapat dijelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:
1. Variabel pemeriksaan pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 (< 0,05) dan nilai koefisien beta menunjukkan arah positif. Dengan demikian, H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan PPh.
2. Variabel inflasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,944 (> 0,05) dan nilai koefisien beta menunjukkan arah negatif. Maka dapat disimpulkan H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini berarti inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh.
3. Variabel tingkat suku bunga menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,902 (> 0,05) dan nilai koefisien beta menunjukkan arah negatif. Dengan demikian, H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini berarti tingkat suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh.
[bookmark: _Toc210587145][bookmark: _Toc211169997]4.3. Pembahasan Hasil Penelitian
[bookmark: _Toc210587146][bookmark: _Toc211169998]4.3.1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPh
[bookmark: _Hlk208913141][bookmark: _Hlk209105022]	Hasil penelitian pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh menunjukkan nilai koefisien beta sebesar 0,747 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang berada di bawah batas signifikansi 0,05. Sehingga, H1 yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan PPh diterima. Hal ini berarti semakin intensif dan efektif pemeriksaan pajak dilakukan, maka penerimaan PPh akan meningkat.
	Hasil penelitian ini konsisten dengan Deterrence Theory yang menjelaskan bahwa wajib pajak bersikap rasional dalam mempertimbangkan keputusan untuk patuh atau menghindari kewajiban pajak. Dengan adanya pemeriksaan pajak, risiko wajib pajak untuk tertangkap melakukan pelaporan yang tidak benar menjadi lebih tinggi. Kondisi ini menimbulkan efek penggetar (deterrence effect) yang mendorong wajib pajak untuk melaporkan penghasilan secara benar guna menghindari sanksi administrasi maupun pidana. Temuan ini memberikan implikasi bahwa pemeriksaan pajak memiliki peran strategis dalam menurunkan ketidakpatuhan dan meningkatkan penerimaan PPh. Oleh karena itu, otoritas pajak perlu memastikan pemeriksaan dilakukan secara terarah, transparan, dan konsisten. Selain itu, peningkatan kompetensi pemeriksa, penguatan sistem informasi, dan pengawasan berkelanjutan, juga penting untuk dilakukan agar kegiatan pemeriksaan semakin efektif dan berkontribusi optimal terhadap penerimaan PPh.
	Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanti dkk. (2021), Dinda dkk. (2022), dan Monica & Kunawangsih (2023) yang menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki peran strategis sebagai alat pengawasan sekaligus pencegahan (deterrent) yang efektif untuk mendorong wajib pajak melaporkan penghasilan sesuai ketentuan, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan PPh.
[bookmark: _Toc210587147][bookmark: _Toc211169999]4.3.2. Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan PPh
	Hasil penelitian pengaruh inflasi terhadap penerimaan PPh menunjukkan nilai koefisien beta sebesar -0,009 dan tingkat signifikansi sebesar 0,944. Sehingga, H2 yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan PPh ditolak. Inflasi terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh dan arah pengaruhnya negatif, berbeda dengan dugaan awal penelitian.
	Menurut teori Keynes, peningkatan inflasi dapat meningkatkan pendapatan nominal baik individu maupun perusahaan, sehingga basis pajak juga meningkat. Namun, kondisi empiris Kota Samarinda menunjukkan bahwa inflasi yang terjadi tidak mampu mendorong peningkatan penerimaan PPh. Hal ini disebabkan oleh perkembangan inflasi di Kota Samarinda selama periode pengamatan berada pada kategori inflasi ringan dengan kisaran rata-rata 2,62%. Sebanyak sekitar 50% observasi berada pada rentang 2-5% dan hanya 8,3% observasi yang melebihi 5%. Tingkat inflasi di Kota Samarinda menunjukkan pola fluktuatif namun tingkat keparahannya termasuk dalam kategori inflasi ringan (Fitriani & Nurjanah, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi di Kota Samarinda masih terkendali dan belum mengarah pada inflasi yang berkelanjutan. Meskipun terjadi peningkatan harga pada beberapa periode, namun lonjakan tersebut bersifat sementara sehingga daya beli masyarakat tidak tergerus secara permanen dan pendapatan nominal maupun laba usaha relatif stabil (Fachrunnisa & Luthfi, 2023). Selain itu, peningkatan inflasi menyebabkan kenaikan harga bahan baku dan biaya produksi yang harus ditanggung oleh pelaku usaha. Dalam kondisi tersebut, pelaku usaha cenderung akan menyesuaikan harga jual produk seiring dengan peningkatan biaya yang terjadi. Penyesuaian ini membuat margin keuntungan relatif stabil, sehingga meskipun inflasi meningkat, tidak terjadi perubahan signifikan terhadap laba usaha dan pada akhirnya tidak berpengaruh besar terhadap penerimaan PPh (Andini, 2024). Dengan demikian, inflasi yang terjadi tidak memberikan pengaruh nyata terhadap penerimaan PPh.
	Temuan ini menunjukkan bahwa variabel makroekonomi seperti inflasi belum cukup menjelaskan perubahan penerimaan PPh. Penerimaan PPh cenderung lebih dipengaruhi oleh faktor internal yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, seperti moral pajak, kesadaran wajib pajak, serta kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh otoritas pajak. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan variabel-variabel tersebut agar hasil yang diperoleh dapat menggambarkan faktor-faktor yang berperan langsung dalam memengaruhi penerimaan PPh. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prasetyawan dkk. (2020), Anggraini (2022), dan Yuniarti (2023) yang juga menemukan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh. Dapat disimpulkan bahwa perubahan tingkat inflasi, baik kenaikan maupun penurunan, tidak memengaruhi penerimaan PPh di Kota Samarinda.
[bookmark: _Toc210587148][bookmark: _Toc211170000]4.3.3. Pengaruh Tingkat Suku Bunga Terhadap Penerimaan PPh
	Hasil penelitian pengaruh tingkat suku bunga terhadap penerimaan PPh menunjukkan nilai koefisien beta sebesar -0,044 dan tingkat signifikansi sebesar 0,902. Sehingga, H3 yang menyatakan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penerimaan PPh ditolak. Tingkat suku bunga terbukti tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPh.
	Menurut teori Keynes, kebijakan moneter seperti perubahan tingkat suku bunga dapat memengaruhi aktivitas ekonomi secara luas. Penurunan suku bunga akan mendorong investasi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga berpotensi memperluas basis pajak serta meningkatkan penerimaan PPh. Sebaliknya, kenaikan suku bunga seharusnya mendorong masyarakat untuk lebih memilih menyimpan dana di bank karena imbal hasil dari simpanan menjadi lebih menarik. Namun, kondisi tersebut tidak terjadi di Kota Samarinda. Meskipun tingkat suku bunga pada periode pengamatan mengalami kecenderungan meningkat, Kota Samarinda justru mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8,64% pada tahun 2024 dan berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02% (BPS Kota Samarinda, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat dan pelaku usaha tetap aktif melakukan kegiatan ekonomi dan mengambil peran dalam investasi meskipun suku bunga meningkat (Fitri dkk., 2020). Hal ini disebabkan pelaku usaha di Kota Samarinda lebih memilih menggunakan modal sendiri dalam membiayai kegiatan operasional maupun ekspansi usahanya. Penggunaan modal sendiri dinilai lebih menguntungkan karena dapat meningkatkan pendapatan bersih tanpa terbebani biaya bunga pinjaman (Taha dkk., 2022). Dengan demikian, perubahan tingkat suku bunga tidak memengaruhi minat masyarakat atau pelaku usaha untuk berinvestasi, sehingga tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh di Kota Samarinda.
	Temuan ini sejalan dengan temuan pada variabel inflasi yang juga tidak signifikan, sehingga memperkuat indikasi bahwa faktor-faktor makroekonomi belum mampu menjelaskan variasi penerimaan PPh di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel-variabel internal seperti moral pajak, kesadaran wajib pajak, dan kegiatan sosialisasi perpajakan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahputri & Merliyana (2020), Isnanto (2021), dan Meita & Nurdiniah (2023) yang menunjukkan bahwa tingkat suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh. Dapat disimpulkan bahwa perubahan tingkat suku bunga tidak memengaruhi penerimaan PPh di Kota Samarinda.
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[bookmark: _Toc210587151][bookmark: _Toc211170003]5.1. Kesimpulan
	Berdasarkan hasil pembahasan analisis data melalui pembuktian terhadap hipotesis yang diangkat mengenai pengaruh pemeriksaan pajak, inflasi, dan tingkat suku bunga terhadap penerimaan PPh di Kota Samarinda periode 2020-2024 yang telah dijelaskan pada bab IV, maka diambil kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:
1. Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan PPh di Kota Samarinda periode 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin intensif dan efektif pemeriksaan pajak dilakukan, maka penerimaan PPh akan semakin meningkat.
2. Inflasi berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap penerimaan PPh di Kota Samarinda periode 2020-2024. Hal ini berarti perubahan inflasi tidak memberikan dampak yang cukup kuat atau berarti dalam memengaruhi penerimaan PPh.
3. Tingkat suku bunga berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap penerimaan PPh di Kota Samarinda periode 2020-2024. Hal ini berarti tingkat suku bunga tidak cukup kuat untuk memengaruhi penerimaan PPh.
[bookmark: _Toc210587152][bookmark: _Toc211170004]5.2. Saran
	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
1. Otoritas pajak diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak melalui peningkatan kompetensi pemeriksa, penguatan sistem informasi, dan pengawasan berkelanjutan. Upaya ini diharapkan mampu menurunkan ketidakpatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan PPh.
2. Hasil penelitian menggunakan variabel eksternal tidak menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel yang relevan seperti moral pajak, kesadaran wajib pajak, dan kegiatan sosialisasi perpajakan agar dapat menggambarkan faktor-faktor yang berperan langsung terhadap peningkatan penerimaan PPh,
3. Penelitian berikutnya disarankan untuk menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang atau memperluas rentang waktu penelitian agar hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih stabil terhadap kondisi penerimaan PPh.
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	No.
	Tahun
	Bulan
	KPP
	Penerimaan PPh (Rp)
	Pemeriksaan Pajak (Unit)
	Inflasi (%)
	Tingkat Suku Bunga (%)

	1.
	2020
	Januari
	Ulu
	57,504,896,829
	87
	0.36
	5

	2.
	
	
	Ilir
	70,793,314,149
	53
	0.36
	5

	3.
	
	Februari
	Ulu
	93,529,027,087
	136
	2.34
	4.75

	4.
	
	
	Ilir
	51,920,255,008
	17
	2.34
	4.75

	5.
	
	Maret
	Ulu
	135,247,826,443
	132
	2.42
	4.5

	6.
	
	
	Ilir
	62,255,646,766
	23
	2.42
	4.5

	7.
	
	April
	Ulu
	192,312,811,457
	112
	2.1
	4.5

	8.
	
	
	Ilir
	81,270,927,354
	47
	2.1
	4.5

	9.
	
	Mei
	Ulu
	229,722,866,583
	105
	1.68
	4.5

	10.
	
	
	Ilir
	49,245,327,262
	39
	1.68
	4.5

	11.
	
	Juni
	Ulu
	270,954,902,723
	79
	1.8
	4.25

	12.
	
	
	Ilir
	55,069,978,855
	6
	1.8
	4.25

	13.
	
	Juli
	Ulu
	310,742,582,116
	216
	1.11
	4

	14.
	
	
	Ilir
	50,258,844,084
	26
	1.11
	4

	15.
	
	Agustus
	Ulu
	344,418,243,441
	51
	0.83
	4

	16.
	
	
	Ilir
	39,216,889,131
	1
	0.83
	4

	17.
	
	September
	Ulu
	380,249,181,793
	108
	1
	4

	18.
	
	
	Ilir
	37,826,316,321
	97
	1
	4

	19.
	
	Oktober
	Ulu
	414,739,490,282
	60
	0.76
	4

	20.
	
	
	Ilir
	42,787,984,856
	8
	0.76
	4

	21.
	
	November
	Ulu
	461,875,718,567
	239
	0.81
	3.75

	22.
	
	
	Ilir
	47,930,116,464
	76
	0.81
	3.75

	23.
	
	Desember
	Ulu
	522,023,439,808
	123
	0.86
	3.75

	24.
	
	
	Ilir
	84,001,975,134
	104
	0.86
	3.75

	25.
	2021
	Januari
	Ulu
	41,191,074,397
	53
	0.73
	3.75

	26.
	
	
	Ilir
	33,228,541,039
	28
	0.73
	3.75

	27.
	
	Februari
	Ulu
	81,751,828,518
	82
	0.47
	3.5

	28.
	
	
	Ilir
	30,230,599,977
	15
	0.47
	3.5

	29.
	
	Maret
	Ulu
	123,601,079,929
	123
	0.87
	3.5

	30.
	
	
	Ilir
	48,338,982,031
	76
	0.87
	3.5

	31.
	
	April
	Ulu
	182,641,971,816
	56
	1.41
	3.5

	32.
	
	
	Ilir
	68,035,825,001
	85
	1.41
	3.5

	33.
	
	Mei
	Ulu
	224,371,436,134
	114
	1.49
	3.5

	34.
	
	
	Ilir
	56,367,104,495
	41
	1.49
	3.5

	35.
	
	Juni
	Ulu
	257,792,464,913
	87
	1.6
	3.5

	36.
	
	
	Ilir
	29,339,057,092
	84
	1.6
	3.5

	37.
	
	Juli
	Ulu
	294,223,874,939
	36
	1.23
	3.5

	38.
	
	
	Ilir
	38,301,980,679
	36
	1.23
	3.5

	39.
	
	Agustus
	Ulu
	331,917,366,651
	104
	1.19
	3.5

	40.
	
	
	Ilir
	33,301,041,985
	42
	1.19
	3.5

	41.
	
	September
	Ulu
	372,397,618,066
	175
	1.66
	3.5

	42.
	
	
	Ilir
	32,831,768,589
	25
	1.66
	3.5

	43.
	
	Oktober
	Ulu
	415,862,311,778
	220
	1.9
	3.5

	44.
	
	
	Ilir
	41,390,651,662
	61
	1.9
	3.5

	45.
	
	November
	Ulu
	467,974,367,646
	159
	1.63
	3.5

	46.
	
	
	Ilir
	41,409,228,447
	3
	1.63
	3.5

	47.
	
	Desember
	Ulu
	544,246,144,338
	174
	2.05
	3.5

	48.
	
	
	Ilir
	110,998,092,309
	9
	2.05
	3.5

	49.
	2022
	Januari
	Ulu
	38,631,663,263
	350
	2.74
	3.5

	50.
	
	
	Ilir
	32,580,393,179
	32
	2.74
	3.5

	51.
	
	Februari
	Ulu
	76,893,545,540
	157
	2.42
	3.5

	52.
	
	
	Ilir
	31,128,686,694
	53
	2.42
	3.5

	53.
	
	Maret
	Ulu
	127,189,009,479
	187
	2.58
	3.5

	54.
	
	
	Ilir
	54,177,238,134
	51
	2.58
	3.5

	55.
	
	April
	Ulu
	196,363,970,949
	340
	3.39
	3.5

	56.
	
	
	Ilir
	72,128,348,543
	101
	3.39
	3.5

	57.
	
	Mei
	Ulu
	252,850,350,456
	17
	3.82
	3.5

	58.
	
	
	Ilir
	55,003,903,707
	28
	3.82
	3.5

	59.
	
	Juni
	Ulu
	511,448,964,596
	190
	3.97
	3.5

	60.
	
	
	Ilir
	319,219,839,628
	80
	3.97
	3.5

	61.
	
	Juli
	Ulu
	580,045,509,068
	147
	4.52
	3.5

	62.
	
	
	Ilir
	39,123,771,412
	22
	4.52
	3.5

	63.
	
	Agustus
	Ulu
	636,633,049,365
	294
	4.52
	3.75

	64.
	
	
	Ilir
	38,356,923,489
	17
	4.52
	3.75

	65.
	
	September
	Ulu
	690,710,609,149
	240
	5.26
	4.25

	66.
	
	
	Ilir
	32,811,374,846
	23
	5.26
	4.25

	67.
	
	Oktober
	Ulu
	759,033,816,769
	163
	5.47
	4.75

	68.
	
	
	Ilir
	44,940,363,063
	81
	5.47
	4.75

	69.
	
	November
	Ulu
	852,489,650,552
	218
	5.64
	5.25

	70.
	
	
	Ilir
	68,833,909,537
	63
	5.64
	5.25

	71.
	
	Desember
	Ulu
	974,691,168,744
	114
	5.22
	5.5

	72.
	
	
	Ilir
	64,343,193,182
	40
	5.22
	5.5

	73.
	2023
	Januari
	Ulu
	66,262,393,880
	128
	4.73
	5.75

	74.
	
	
	Ilir
	39,890,861,416
	74
	4.73
	5.75

	75.
	
	Februari
	Ulu
	136,216,162,017
	161
	4.91
	5.75

	76.
	
	
	Ilir
	30,278,032,528
	29
	4.91
	5.75

	77.
	
	Maret
	Ulu
	206,468,750,189
	147
	5.03
	5.75

	78.
	
	
	Ilir
	51,247,867,964
	31
	5.03
	5.75

	79.
	
	April
	Ulu
	288,642,107,595
	189
	4.41
	5.75

	80.
	
	
	Ilir
	127,246,411,219
	61
	4.41
	5.75

	81.
	
	Mei
	Ulu
	355,502,826,259
	200
	3.85
	5.75

	82.
	
	
	Ilir
	55,566,256,997
	33
	3.85
	5.75

	83.
	
	Juni
	Ulu
	441,280,836,672
	213
	3.67
	5.75

	84.
	
	
	Ilir
	49,272,376,791
	87
	3.67
	5.75

	85.
	
	Juli
	Ulu
	519,431,281,542
	230
	3.49
	5.75

	86.
	
	
	Ilir
	48,992,329,609
	46
	3.49
	5.75

	87.
	
	Agustus
	Ulu
	598,981,311,712
	190
	3.8
	5.75

	88.
	
	
	Ilir
	38,885,537,317
	45
	3.8
	5.75

	89.
	
	September
	Ulu
	680,514,349,263
	233
	3.14
	5.75

	90.
	
	
	Ilir
	42,313,036,107
	34
	3.14
	5.75

	91.
	
	Oktober
	Ulu
	774,511,538,993
	131
	3.16
	6

	92.
	
	
	Ilir
	44,583,535,763
	27
	3.16
	6

	93.
	
	November
	Ulu
	859,986,292,765
	129
	3.21
	6

	94.
	
	
	Ilir
	49,460,559,388
	37
	3.21
	6

	95.
	
	Desember
	Ulu
	1,036,543,505,815
	91
	3.37
	6

	96.
	
	
	Ilir
	88,282,394,675
	73
	3.37
	6

	97.
	2024
	Januari
	Ulu
	86,106,711,979
	155
	2.61
	6

	98.
	
	
	Ilir
	50,646,902,582
	60
	2.61
	6

	99.
	
	Februari
	Ulu
	150,235,956,738
	210
	3.04
	6

	100.
	
	
	Ilir
	33,762,219,152
	21
	3.04
	6

	101.
	
	Maret
	Ulu
	240,787,319,711
	241
	2.84
	6

	102.
	
	
	Ilir
	56,276,840,642
	83
	2.84
	6

	103.
	
	April
	Ulu
	377,144,258,331
	348
	3.20
	6.25

	104.
	
	
	Ilir
	90,544,296,320
	145
	3.20
	6.25

	105.
	
	Mei
	Ulu
	462,356,309,372
	208
	3.34
	6.25

	106.
	
	
	Ilir
	56,285,647,444
	28
	3.34
	6.25

	107.
	
	Juni
	Ulu
	572,998,037,609
	73
	2.88
	6.25

	108.
	
	
	Ilir
	48,562,980,260
	64
	2.88
	6.25

	109.
	
	Juli
	Ulu
	684,548,838,601
	234
	2.06
	6.25

	110.
	
	
	Ilir
	64,081,657,009
	32
	2.06
	6.25

	111.
	
	Agustus
	Ulu
	775,922,489,584
	254
	1.98
	6.25

	112.
	
	
	Ilir
	50,210,650,362
	56
	1.98
	6.25

	113.
	
	September
	Ulu
	870,850,894,133
	260
	1.79
	6

	114.
	
	
	Ilir
	47,759,036,256
	85
	1.79
	6

	115.
	
	Oktober
	Ulu
	973,932,442,861
	398
	1.61
	6

	116.
	
	
	Ilir
	55,644,483,019
	28
	1.61
	6

	117.
	
	November
	Ulu
	1,136,959,516,552
	477
	1.51
	6

	118.
	
	
	Ilir
	63,589,096,520
	67
	1.51
	6

	119.
	
	Desember
	Ulu
	1,354,839,868,608
	499
	1.50
	6

	120.
	
	
	Ilir
	107,901,789,902
	55
	1.50
	6
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	No.
	Tahun
	Bulan
	KPP
	Penerimaan PPh (Rp)
	Pemeriksaan Pajak (Unit)
	Inflasi (%)
	Tingkat Suku Bunga (%)

	1.
	2020
	Januari
	Ulu
	5.38
	0.97
	0.04
	0.35

	2.
	
	
	Ilir
	5.42
	0.86
	0.04
	0.35

	3.
	
	Februari
	Ulu
	5.49
	1.07
	0.18
	0.34

	4.
	
	
	Ilir
	5.36
	0.62
	0.18
	0.34

	5.
	
	Maret
	Ulu
	5.57
	1.06
	0.19
	0.33

	6.
	
	
	Ilir
	5.40
	0.68
	0.19
	0.33

	7.
	
	April
	Ulu
	5.64
	1.02
	0.16
	0.33

	8.
	
	
	Ilir
	5.45
	0.84
	0.16
	0.33

	9.
	
	Mei
	Ulu
	5.68
	1.01
	0.11
	0.33

	10.
	
	
	Ilir
	5.55
	0.80
	0.11
	0.33

	11.
	
	Juni
	Ulu
	5.72
	0.95
	0.13
	0.31

	12.
	
	
	Ilir
	5.37
	0.69
	0.13
	0.31

	13.
	
	Juli
	Ulu
	5.75
	1.17
	0.02
	0.30

	14.
	
	
	Ilir
	5.58
	0.71
	0.02
	0.30

	15.
	
	Agustus
	Ulu
	5.77
	0.85
	-0.04
	0.30

	16.
	
	
	Ilir
	5.62
	0.70
	-0.04
	0.30

	17.
	
	September
	Ulu
	5.79
	1.02
	0.00
	0.30

	18.
	
	
	Ilir
	5.61
	0.99
	0.00
	0.30

	19.
	
	Oktober
	Ulu
	5.81
	0.89
	-0.06
	0.30

	20.
	
	
	Ilir
	5.32
	0.45
	-0.06
	0.30

	21.
	
	November
	Ulu
	5.83
	1.19
	-0.05
	0.29

	22.
	
	
	Ilir
	5.34
	0.94
	-0.05
	0.29

	23.
	
	Desember
	Ulu
	5.86
	1.04
	-0.03
	0.29

	24.
	
	
	Ilir
	5.46
	1.01
	-0.03
	0.29

	25.
	2021
	Januari
	Ulu
	5.59
	0.86
	-0.07
	0.29

	26.
	
	
	Ilir
	5.26
	0.72
	-0.07
	0.29

	27.
	
	Februari
	Ulu
	5.46
	0.96
	0.05
	0.27

	28.
	
	
	Ilir
	5.24
	0.59
	0.05
	0.27

	29.
	
	Maret
	Ulu
	5.55
	1.04
	-0.03
	0.27

	30.
	
	
	Ilir
	5.34
	0.94
	-0.03
	0.27

	31.
	
	April
	Ulu
	5.63
	0.87
	0.46
	0.27

	32.
	
	
	Ilir
	5.42
	0.96
	0.46
	0.27

	33.
	
	Mei
	Ulu
	5.68
	1.03
	0.48
	0.27

	34.
	
	
	Ilir
	5.38
	0.81
	0.48
	0.27

	35.
	
	Juni
	Ulu
	5.71
	0.97
	0.10
	0.27

	36.
	
	
	Ilir
	5.23
	0.96
	0.10
	0.27

	37.
	
	Juli
	Ulu
	5.73
	0.78
	0.04
	0.27

	38.
	
	
	Ilir
	5.63
	0.78
	0.04
	0.27

	39.
	
	Agustus
	Ulu
	5.76
	1.01
	0.04
	0.27

	40.
	
	
	Ilir
	5.26
	0.81
	0.04
	0.27

	41.
	
	September
	Ulu
	5.79
	1.12
	0.11
	0.27

	42.
	
	
	Ilir
	5.26
	0.70
	0.11
	0.27

	43.
	
	Oktober
	Ulu
	5.81
	1.17
	0.14
	0.27

	44.
	
	
	Ilir
	5.60
	0.89
	0.14
	0.27

	45.
	
	November
	Ulu
	5.84
	1.10
	0.11
	0.27

	46.
	
	
	Ilir
	5.64
	0.62
	0.11
	0.27

	47.
	
	Desember
	Ulu
	5.87
	1.12
	0.16
	0.27

	48.
	
	
	Ilir
	5.52
	0.48
	0.16
	0.27

	49.
	2022
	Januari
	Ulu
	5.53
	1.27
	0.22
	0.27

	50.
	
	
	Ilir
	5.26
	0.75
	0.22
	0.27

	51.
	
	Februari
	Ulu
	5.44
	1.10
	0.19
	0.27

	52.
	
	
	Ilir
	5.25
	0.86
	0.19
	0.27

	53.
	
	Maret
	Ulu
	5.55
	1.14
	0.21
	0.27

	54.
	
	
	Ilir
	5.37
	0.85
	0.21
	0.27

	55.
	
	April
	Ulu
	5.65
	1.27
	0.27
	0.27

	56.
	
	
	Ilir
	5.43
	1.00
	0.27
	0.27

	57.
	
	Mei
	Ulu
	5.70
	0.62
	0.29
	0.27

	58.
	
	
	Ilir
	5.37
	0.72
	0.29
	0.27

	59.
	
	Juni
	Ulu
	5.85
	1.14
	0.30
	0.27

	60.
	
	
	Ilir
	5.75
	0.95
	0.30
	0.27

	61.
	
	Juli
	Ulu
	5.88
	1.08
	0.33
	0.27

	62.
	
	
	Ilir
	5.69
	0.67
	0.33
	0.27

	63.
	
	Agustus
	Ulu
	5.90
	1.23
	0.33
	0.29

	64.
	
	
	Ilir
	5.63
	0.62
	0.33
	0.29

	65.
	
	September
	Ulu
	5.92
	1.19
	0.36
	0.31

	66.
	
	
	Ilir
	5.26
	0.68
	0.36
	0.31

	67.
	
	Oktober
	Ulu
	5.94
	1.11
	0.37
	0.34

	68.
	
	
	Ilir
	5.33
	0.95
	0.37
	0.34

	69.
	
	November
	Ulu
	5.97
	1.17
	0.38
	0.36

	70.
	
	
	Ilir
	5.42
	0.90
	0.38
	0.36

	71.
	
	Desember
	Ulu
	5.99
	1.03
	0.36
	0.37

	72.
	
	
	Ilir
	5.40
	0.80
	0.36
	0.37

	73.
	2023
	Januari
	Ulu
	5.41
	1.05
	0.34
	0.38

	74.
	
	
	Ilir
	5.30
	0.93
	0.34
	0.38

	75.
	
	Februari
	Ulu
	5.57
	1.10
	0.35
	0.38

	76.
	
	
	Ilir
	5.24
	0.73
	0.35
	0.38

	77.
	
	Maret
	Ulu
	5.66
	1.08
	0.35
	0.38

	78.
	
	
	Ilir
	5.57
	0.75
	0.35
	0.38

	79.
	
	April
	Ulu
	5.73
	1.14
	0.32
	0.38

	80.
	
	
	Ilir
	5.55
	0.89
	0.32
	0.38

	81.
	
	Mei
	Ulu
	5.78
	1.15
	0.29
	0.38

	82.
	
	
	Ilir
	5.37
	0.76
	0.29
	0.38

	83.
	
	Juni
	Ulu
	5.82
	1.16
	0.28
	0.38

	84.
	
	
	Ilir
	5.60
	0.97
	0.28
	0.38

	85.
	
	Juli
	Ulu
	5.86
	1.18
	0.27
	0.38

	86.
	
	
	Ilir
	5.59
	0.83
	0.27
	0.38

	87.
	
	Agustus
	Ulu
	5.89
	1.14
	0.29
	0.38

	88.
	
	
	Ilir
	5.29
	0.83
	0.29
	0.38

	89.
	
	September
	Ulu
	5.92
	1.18
	0.25
	0.38

	90.
	
	
	Ilir
	5.31
	0.77
	0.25
	0.38

	91.
	
	Oktober
	Ulu
	5.94
	1.06
	0.25
	0.39

	92.
	
	
	Ilir
	5.32
	0.72
	0.25
	0.39

	93.
	
	November
	Ulu
	5.97
	1.06
	0.25
	0.39

	94.
	
	
	Ilir
	5.72
	0.78
	0.25
	0.39

	95.
	
	Desember
	Ulu
	6.01
	0.98
	0.26
	0.39

	96.
	
	
	Ilir
	5.47
	0.93
	0.26
	0.39

	97.
	2024
	Januari
	Ulu
	5.47
	1.10
	0.21
	0.39

	98.
	
	
	Ilir
	5.56
	0.89
	0.21
	0.39

	99.
	
	Februari
	Ulu
	5.59
	1.16
	0.24
	0.39

	100.
	
	
	Ilir
	5.26
	0.66
	0.24
	0.39

	101.
	
	Maret
	Ulu
	5.69
	1.19
	0.23
	0.39

	102.
	
	
	Ilir
	5.38
	0.96
	0.23
	0.39

	103.
	
	April
	Ulu
	5.79
	1.27
	0.25
	0.40

	104.
	
	
	Ilir
	5.48
	1.08
	0.25
	0.40

	105.
	
	Mei
	Ulu
	5.83
	1.16
	0.26
	0.40

	106.
	
	
	Ilir
	5.38
	0.72
	0.26
	0.40

	107.
	
	Juni
	Ulu
	5.88
	0.93
	0.23
	0.40

	108.
	
	
	Ilir
	5.34
	0.90
	0.23
	0.40

	109.
	
	Juli
	Ulu
	5.92
	1.18
	0.16
	0.40

	110.
	
	
	Ilir
	5.40
	0.75
	0.16
	0.40

	111.
	
	Agustus
	Ulu
	5.94
	1.20
	0.15
	0.40

	112.
	
	
	Ilir
	5.65
	0.87
	0.15
	0.40

	113.
	
	September
	Ulu
	5.97
	1.21
	0.13
	0.39

	114.
	
	
	Ilir
	5.34
	0.96
	0.13
	0.39

	115.
	
	Oktober
	Ulu
	5.99
	1.30
	0.10
	0.39

	116.
	
	
	Ilir
	5.37
	0.72
	0.10
	0.39

	117.
	
	November
	Ulu
	6.03
	1.34
	0.50
	0.39

	118.
	
	
	Ilir
	5.40
	0.91
	0.50
	0.39

	119.
	
	Desember
	Ulu
	6.07
	1.35
	0.47
	0.39

	120.
	
	
	Ilir
	5.52
	0.87
	0.47
	0.39




Lampiran 3. Hasil Output SPSS


[bookmark: _Toc210586427]1. Hasil Statistitk Deskriptif
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2. Hasil Uji Normalitas 
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3.  Hasil Uji Normalitas (Square Root)
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[bookmark: _Toc210586430]4. Hasil Uji Normalitas (Log10)
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[bookmark: _Toc210586431]5. Hasil Uji Autokorelasi
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[bookmark: _Toc210586432]6. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)
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[bookmark: _Toc210586433]7. Hasil Uji Multikolinearitas
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[bookmark: _Toc210586434]8. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
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[bookmark: _Toc210586436]10. Hasil Uji Koefisien Determinasi
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Descriptive Statistics

Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Pemeriksan Pajak (X1) 120 1.00 499.00 1128417 o7.98782
Inflasi (<2) 120 36 554 26163 1.41037
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Penerimaan Pph (1) 120 2933905709200 1354839868608.00 2464965085692582 288814305359.9508

Valid N (istwise)
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a. Testdistribution is Normal.
b. Calculated from data,

. Lillefors Significance Correction

d. Lilligfors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.
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Model Summary®

std. Error ofthe
Model R RSquars Adjusted R Squars Estimate Durbin-Watson

1 631° 399 383 17944 1.029

a. Predictors: (Constant), Tingkat Suku Bunga (<3), Pemeriksaan Pajak (x1), Inflasi (<2)
b. Dependent Variable: Penerimaan Pph (1)
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Coefficients®

Standardized

Unstandardized Cosflicients Caeffcients

Model 8 std. Ermor Bsta sig

1 (Constant) 232 065 3563 001
Pemeriksaan Pajak (X1) -008 045 -018 -9 849
Inflasi (<2) 026 065 033 304 694
Tingkat Suku Bunga (<3) -23 181 131 -1.308 194

. Dependent Variable: Abs_Res
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Unstandardized Cosflicients Caeffcients Collinsarity Statistics

Mods! 8 std. Ermor Bsta t sig. Tolerance VIE

1 (Constant) 4905 127 38753 000
Pemeriksaan Pajak (X1) 747 087 634 8591 000 951 1.081
Inflasi (<2) -008 126 -005 -070 944 854 1470
Tingkat Suku Bunga (<3) 044 351 -010 124 902 845 1184

a. Dependent Variable: Penerimaan Pph (1)
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Model 8 std. Ermor Bsta t sig.

1 (Constant) 4905 127 38753 000
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Inflasi (<2) -008 126 -005 -070 944
Tingkat Suku Bunga (<3) 044 351 -010 124 902

a. Dependent Variable: Penerimaan Pph (1)
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ANOVA®

Model Sum of Squares df Mean Square F

sig

1 Regression 2477 3 826 26647 000°
Residual 3738 116 032
Total 6212 119

a. Dependent Variable: Penerimaan Pph (1)
b Predictors: (Constant, Tingkat Suku Bunga (X3), Pemeriksaan Pajak (1), Inflasi (x2)
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